
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.818, 2013  
 
 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2013 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui 
usaha membangun dan membina kekuatan, 
kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa 
untuk menanggulangi setiap ancaman, yang 
memerlukan rencana pembangunan pertahanan 
negara dalam bentuk Rencana Strategis Pertahanan 
Negara Tahun 2010-2014 guna menjamin tercapainya 
tujuan dan sasaran penyelenggaraan pertahanan 
negara dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia 
yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan; 

    b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Pertahanan 
Negara Tahun 2010-2014, belum sepenuhnya 
memuat perubahan/ pergeseran kebijakan nasional 
yang mengatur tentang prioritas pembangunan 
nasional; 

    c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 
Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-
2014;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4169);  

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4439); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343); 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5361); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4664); 

www.djpp.kemenkumham.go.id



2013, No.818 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178); 

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Umum Pertahanan Negara; 

13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang 
Komite Kebijakan Industri Pertahanan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang 
Tunjangan Kinerja di lingkungan TNI;  

15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang 
Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan; 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013; 

17. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang 
Percepatan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat 
Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia; 

18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009  
tentang Pedoman Penyusunan  Rencana  Strategis 
Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014; 

19. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor:  
PER/22/M/XII/ 2007 Tahun 2007 tentang Strategi 
Pertahanan Negara; 

20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 
PER/23/M/XII/ 2007  Tahun 2007 tentang Doktrin 
Pertahanan Negara; 

21. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 
PER/24/M/XII/ 2007 Tahun 2007 tentang Postur 
Pertahanan Negara; 

22. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 
PER/03/M/II/2008 Tahun 2008 tentang Buku Putih 
Pertahanan Indonesia;  
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23. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 469); 

24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penyusunan Inisiatif Baru; 

25. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Kebijakan Penyelarasan Kekuatan Pokok 
Minimum MEF Komponen Utama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9); 

26. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1246); 

27. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012  
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1318); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 
2010-2014.  

Pasal 1 
Rencana Strategis Pertahanan Negara merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan pertahanan negara untuk 5 (lima) tahun, berisi tentang 
proses yang berorientasi pada hasil yang disusun berdasarkan RPJM 
Nasional dan bersifat indikatif serta memperhatikan perubahan dan atau 
pergeseran kebijakan nasional dan lainnya yang berlaku. 

Pasal 2 

Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan Sublampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini, maka Peraturan 
Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis 
Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Mei 2013 
MENTERI PERTAHANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
PURNOMO YUSGIANTORO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Juni 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2013 
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 

 

 

RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA  

TAHUN 2010-2014 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Umum. 

a. Dinamika pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh situasi 
global, regional dan nasional memerlukan penyesuaian kebijakan 
yang cepat, dan akurat dalam rangka mengelola perubahan 
konstelasi dunia yang cenderung asimetris.  Sebagai langkah 
antisipatif terhadap segala perubahan tersebut di atas, pemerintah 
melakukan perubahan kebijakan yang signifikan melalui 
penyelarasan terhadap beberapa aspek tata kelola Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2014.  Perubahan berupa peluang, tantangan bahkan ancaman yang 
bersifat potensial maupun aktual, pemerintah menata ulang prioritas 
sasaran perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif 
termasuk aspek manajemen perencanaan pertahanan negara. 

b. Dampak perubahan kebijakan pembangunan nasional tersebut di 
atas, perlu dilakukan penyelarasan naskah Rencana Strategis 
Pertahanan Negara (Renstra Hanneg) Tahun 2010-2014 terutama 
berkenaan dengan penataan ulang strategi pencapaian arah dan 
sasaran pembangunan pertahanan negara.    Dalam hal ini,  titik 
berat perubahan kebijakan melalui penetapan fokus prioritas 
program/kegiatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
pertahanan yang proporsional dan realistik. Fokus perencanaan 
pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk memperkuat 
ataupun mempercepat pemenuhan pembangunan kekuatan pokok 
minimum  (Minimum Essential Force/MEF) komponen utama. 

c. Kebijakan percepatan pemenuhan komponen utama Alutsista MEF 
yang tidak termaktup dalam dokumen RPJMN Tahun 2010-2014, 
menunjukan fluktuasi dukungan anggaran tidak maksimal 
dibandingkan dengan rencana kebutuhan yang telah disusun secara 
berturut-turut dengan target kinerja setiap tahun.  
Dengan demikian perlu perumusan ulang terhadap sasaran 
modernisasi Alutsista TNI yang mampu mengelola segala ancaman 

www.djpp.kemenkumham.go.id



2013, No.818 7

aktual maupun potensial dan pembangunannya sesuai kemampuan 
dukungan anggaran pertahanan negara.  

Oleh karenanya, fokus prioritas modernisasi Alutsista TNI diarahkan 
untuk melakukan penggantian yang tidak laik operasional dan 
berbasis produksi dalam negeri serta peningkatan kapabilitas 
sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. 

d. Pada RPJMN Tahun 2010-2014 ketersediaan anggaran (resource 
envelope)  yang   bersifat   angka   dasar   (baseline)   sebesar      Rp 
279.862,47 miliar.  Sampai dengan akhir tahun 2012 (termasuk 
alokasi anggaran tahun 2013) mencapai Rp 266.614,37 miliar.    
Kenaikan tersebut karena adanya penambahan belanja pegawai 
(kenaikan gaji, ULP/uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan 
khusus perbatasan dan lain-lain) serta percepatan pemenuhan 
pembangunan kekuatan Alutsista MEF.   

2. Maksud dan Tujuan.  Penyusunan dokumen Renstra Hanneg yang 
merupakan perubahan  atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 
Tahun 2012 dimaksudkan untuk dojadikan sebagai pedoman dalam 
pembangunan kekuatan pertahanan negara sampai dengan tahun 2014, 
dengan tujuan agar sasaran dapat dicapai sesuai target dan waktu yang 
ditetapkan. 

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Dokumen Renstra Hanneg Tahun 2010-
2014 memuat landasan/pedoman penyusunan perencanaan 
pembangunan dan mencantumkan strategi pencapaian sasaran serta 
pentahapan pembangunan pertahanan negara, dengan tata urut sebagai 
berikut: 
a. Pendahuluan. 
b. Tugas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 
c. Lingkungan Strategis dan Permasalahan. 
d. Kondisi saat ini. 
e. Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Prioritas Pembangunan. 
f. Anggaran. 
g. Tahap Pembangunan. 
h. Penutup. 

4. Pengertian.  Pengertian sebagaimana tercantum dalam Sublampiran A 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     

 

BAB II  

TUGAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  

5. Tugas.   

a. Tugas dan fungsi Menteri Pertahanan  

1) Tugas Menteri Pertahanan adalah menyelenggarakan urusan 
di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. 
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(Permenhan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 
2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan). 

2) Fungsi Menteri Pertahanan (UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara): 

a) Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan 
Umum pertahanan negara. 

b) Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan 
pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang 
ditetapkan Presiden. 

c) Menyusun Buku Putih pertahanan serta menetapkan 
kebijakan kerja sama bilateral, regional dan 
internasional dibidangnya. 

d) Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan 
TNI dan komponen pertahanan lainnya. 

e) Menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, 
perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta 
pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang 
diperlukan oleh TNI dan Komponen kekuatan 
pertahanan lainnya. 

f) Bekerjasama dengan pimpinan Departemen dan Instansi 
Pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan 
perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional 
untuk kepentingan pertahanan. 

b. Tugas dan fungsi TNI (Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 
tanggal 28 Januari 2010 tentang Susunan Organisasi TNI): 

1) Tugas pokok TNI: menegakkan kedaulatan Negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan 
terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut 
dilakukan dengan OMP dan OMSP sesuai matra Darat, Laut 
dan Udara. 

2) Fungsi TNI: 

a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 
ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 

b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana 
dimaksud pada huruf a). 

c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang 
terganggu akibat kekecauan keamanan. 
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6. Visi dan Misi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: 
KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 ditetapkan Visi, Misi dan 
Grand Strategy pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 
2010-2014, sebagai berikut:       

a. Visi: Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh. 

b. Misi: Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa. 

7. Tujuan/Grand strategy 
a. Memberdayakan wilayah dalam menghadapi ancaman. 
b. Menerapkan manajemen pertahanan yang terintegrasi. 
c. Meningkatkan kualitas personel Kemhan dan TNI. 
d. Mewujudkan teknologi pertahanan yang mutakhir. 
e. Memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam bela negara. 

8. Sasaran.    
a. Sasaran Strategis. 

1) Memberdayakan wilayah dalam menghadapi ancaman. 
a) Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, 

tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun 
global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif. 

b) Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang 
jelas dan bebas pelanggaran wilayah. 

c) Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan 
perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam 
menghadapi setiap ancaman yang muncul. 

d) Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari 
pelanggaran hukum dan gangguan keamanan. 

e) Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman. 

2) Menerapkan manajemen pertahanan yang terintegrasi. 

a) Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan 
Negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan 
tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis 
lintas sektor. 

b) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang up to date 
dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat 
waktu. 

c) Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan 
komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai 
target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel 
sesuai SOP. 
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3) Meningkatkan kualitas Personel Kemhan dan TNI. 

a) Seluruh satuan kerja Kemhan dan TNI memiliki personel 
sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan 
kesejahteraan yang terjamin. 

b) Pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI memenuhi 
standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek serta mampu 
menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan 
yang profesional. 

4) Mewujudkan Teknologi Pertahanan yang Mutakhir. 

a) Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi 
mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan 
menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. 

b) Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan 
dan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta 
dikembangkan secara mandiri. 

5) Memantapkan Kemanunggalan TNI Rakyat dalam bela negara. 

a) Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara serta 
mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan 
negara. 

b) Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela 
harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat 
Nasional, regional dan internasional. 

b. Sasaran pembangunan pertahanan negara yang merupakan sub 
sistem dari pembangunan bidang Hankam (Perpres 05 Tahun 2010 
tentang RPJMN Tahun 2010-2014): 

1) Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 25-
27,5% dari kekuatan pokok minimum (minimum essential force) 
yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki 
efek penggentar. Meningkatnya daya penggentar sistem 
pertahanan Indonesia akan menurunkan intensitas gangguan 
kedaulatan dan kewibawaan NKRI. 

2) Terbangunnya 106 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan 
darat menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan 
yang dibutuhkan, serta terbangunnya pos pertahanan baru di 
11 pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan 
di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. 

3) Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi 
kemandirian pertahanan. Salah satu upaya untuk 
mewujudkan kekuatan pokok minimum adalah adanya 
dukungan industri pertahanan nasional. 

4) Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran 
hukum di laut. 
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5) Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan 
meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam 
pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.  

6) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. 

7) Terlindunginya informasi negara. Terlaksananya perlindungan 
terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.  

8) Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di 
bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, 
dan tepat waktu.  

 
BAB III  

LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN 

 

9. Perkembangan Lingkungan Strategis: 

a. Global 

1) Penurunan ekonomi (economic down-turn) di AS dan Eropa 
sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, dan 
diperkirakan dampaknya akan semakin dirasakan negara-
negara berkembang di berbagai kawasan.  Tekanan ekonomi 
tersebut mendorong pemangkasan anggaran pertahanan 
negara-negara Uni Eropa dan negara superpower AS sendiri, 
sehingga negara-negara tersebut berupaya mencari pasar bagi 
produk-produk Alutsistanya untuk menjaga stabilitas 
ekonomi.  Berkaitan dengan hal itu Indonesia telah menjadi 
salah satu pasar tujuan penjualan produk-produk Alutsista 
dari negara-negara tesebut, antara lain Belanda, Austria dan 
Jerman yang menawarkan Main Battle Tank (MBT) Leopard 
dengan harga yang relatif murah.  

2) Adanya economic downturn mendorong pergeseran Centre of 
Gravity (CoG) pertumbuhan ekonomi global dari barat ke timur 
yaitu Asia Pasifik, yang ditandai dengan kebangkitan ekonomi 
China dan India.  Dengan pergeseran CoG ini, AS berupaya 
menjaga kepentingannya di kawasan Asia Pasifik dengan 
mempertahankan anggaran bagi Armada militernya di 
kawasan tersebut sekalipun mengalami krisis ekonomi. 

3) Menghadapi isu global keterbatasan energi dalam hal ini 
kelangkaan minyak mentah (crude oil), penyelenggaraan 
pertahanan Negara Indonesia diharapkan kepada semakin 
meningkatnya biaya operasional Alutsista yang menggunakan 
bahan bakar fosil.  Hal tersebut juga tidak terlepas dari 
potensi konflik di kawasan teluk yang melibatkan hegemoni AS 
terhadap negara-negara di kawasan khususnya Iran yang 
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bersikukuh dalam pembangunan kapabilitas nuklirnya terkait 
tuduhan kepemilikan senjata nuklir.   Ancaman AS dan Israel 
ditanggapi Iran dengan balik mengancam penutupan Selat 
Hormuz yang berimbas kepada terganggunya pasokan minyak 
dari teluk ke seluruh dunia. 

4) Isu globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media 
internet dan pemanfaatan teknologi cyber yang juga 
berimplikasi kepada keamanan domestik seperti yang terjadi di 
Inggris (2011) yakni kerusuhan masal yang merembet melalui 
media jejaring social twiter, di timur tengah aksi yang sama 
memicu revolusi Arab (Arab Spring), dan serangan-serangan 
cyber yang dilakukan terhadap obyek-obyek vital.   Secara 
khusus, serangan cyber konteks antar negara telah menjadi 
trend sejak serangan cyber Rusia terhadap Estonia pada 2007.   
Selama tahun 2011, para hacker China telah melakukan 
serangan cyber terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan 
industri pertahanan baik di AS maupun Jepang.    Serangan 
cyber juga dilakukan AS dan Israel terhadap situs-situs 
penting Iran. 

5) Isu keamanan non tradisional juga telah menjadi perhatian 
serius negara-negara besar dunia antara lain kejahatan 
maritime di perairan Somalia, terorisme, krisis pemanasan 
global (global warning) dan bencana alam.   Secara khusus 
penanggulangan terorisme telah menjadi subyek yang harus 
dilakukan pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional 
maupun internasional.  Isu-isu ini telah menjadi perhatian 
tersendiri yang juga secara langsung berimplikasi kepada 
keamanan nasional Indonesia.   TNI bersama-sama dengan 
instansi-instansi terkait telah berpartisipasi dalam OMSP baik 
ditingkat nasional, regional maupun global.  Ditingkat nasional 
OMSP dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana 
alam, keamanan maritime, illegal fishing, penyelundupan 
manusia, penyelundupan senjata dan obat-obat terlarang.  
Sedangkan di tingkat regional dan global telah diupayakan 
kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra 
wicaranya dalam hal penanggulangan terorisme, Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief (HADR), keamanan maritim, 
pemeliharaan perdamaian, dan obat-obatan militer. 

b. Regional.  Sejalan dengan bergesernya CoG ke Asia Pasifik, dinamika 
penting yang akan mempengaruhi perkembangan regional hingga 
beberapa dekade ke depan adalah menyangkut rivalitas AS dan 
China dalam bidang politik, ekonomi dan militer, yang merupakan 
implikasi logis dari persaingan strategis antara existing dominant 
power dengan emerging dominant power: 
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1) Seiring kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi terbesar 
yang menyaingi AS, situasi di Asia Pasifik mengarah kepada 
potensi konflik yang dapat mengganggu perdamaian dan 
stabilitas keamanan di kawasan.   Potensi konflik ini 
dipengaruhi oleh adanya revalitas AS-China, yang berpotensi 
mendorong polarisasi negara-negara di kawasan.   Potensi 
konflik regional seperti sengketa di Laut China Selatan, Laut 
China Timur, Semenanjung Korea dan China-Taiwan menjadi 
motif yang mendorong kepada kehadiran militer AS secara 
intensif di kawasan. 

2) Dalam mengukuhkan kehadiran militer di Asia Pasifik dalam 
rangka pivot to Asia, AS telah melakukan langkah-langkah 
strategis berupa penempatan pasukan maritime di Darwin, 
Australia Utara, penarikan sebagian pasukan dari Okinawa ke 
Guam, pendekatan kerja sama pertahanan dengan India, 
penguatan kerjasama pertahanan dengan negara-negara Asia 
Timur (Korea Selatan dan Jepang) dan negara-negara Asia 
Tenggara (Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura dan 
Indonesia), rencana penempatan skuadron UAV di Kepulauan 
Cocos, dan revitalisasi pangkalan militer di Kepulauan Tinian.  
Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berimplikasi terhadap 
situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik, khususnya jika 
dikaitkan dengan isu sengketa di Laut China Selatan yang 
melibatkan empat negara anggota ASEAN.   Isu tersebut juga 
telah mendorong peningkatan kerja sama pertahanan antara 
AS dengan negara-negara pengklaim seperti Filipina dan 
Vietnam yang sedang menghadapi ancaman China. 

3) Persaingan AS-China ini berpotensi mengancam keutuhan 
ASEAN, dan komitmen terhadap pedamaian dan stabilitas 
keamanan di kawasan.   Selain itu peningkatan akuisisi sistem 
senjata modern oleh sejumlah Negara ASEAN juga dapat 
memicu perlombaan senjata yang dapat mengganggu 
pembentukan ASEAN Political Security Community (APSC) 
2015.  Hal ini tentunya dapat menjadi preseden buruk 
terhadap pembentukan komunitas tersebut. 

c. Nasional. 

1) Ideologi.  Indikasi menurunnya pemahaman dan implementasi 
ideologi Pancasila sangat terasa.  Kebebasan kehidupan 
beragama sering diwarnai dengan aksi kekerasan, bahkan 
gejala intoleransi semakin menguat.  Bentuk aksi kekerasan 
yang masih sering terjadi berupa intimidasi, pelarangan 
aktivitas keagamaan, pelarangan pembangunan tempat 
ibadah, dan menyatakan aliran agama tertentu sesat, masih 
sering terjadi. Kelompok minoritas yang merasa 
terdiskriminasi masih belum mendapatkan perhatian yang 
serius karena kurangnya kehadiran pemerintah. 
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2) Politik. Dalam masa transisi menuju demokrasi, 
perkembangan politik nasional masih banyak diwarnai 
permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan tata kelola 
pemerintahan yang bersih, penyelenggaraan Pilkada yang 
demokratis, persoalan otonomi daerah (Otda), dan 
pemeberantasan korupsi. 

3) Ekonomi. Resesi ekonomi yang melanda Eropa dam Amerika 
diperkirakan masih belum ada perbaikan dalam waktu dekat, 
sehingga perkembangan ekonomi nasional mungkin masih 
akan menghadapi tekanan.   Ditambah dengan dampak 
perubahan iklim yang menyebabkan timbulnya cuaca ekstrim, 
mengakibatkan curah hujan tinggi, kekeringan, hama 
tanaman berakibat pada terjadinya gagal panen, diperkirakan 
sampai dengan tahun depan harga komoditas pangan akan 
meningkat yang secara langsung berpengaruh terhadap 
ketahanan pangan nasional. 

4) Sosial Budaya. Kemajuan teknologi dan komunitas juga 
mendorng masuknya arus informasi dan nilai-nilai, baik positif 
maupun negatif dengan cepat sehingga masyarakat menjadi 
semakin kritis dalam menyikapi setiap masalah yang 
berkembang instabilitas politik, masalah kesenjangan sosial, 
kemiskinan, ketidakadilan dan keterbelakangan yang 
ditayangkan setiap saat media massa dengan cepat ditangkap 
dan disimpulkan oleh rakyat sesuai dengan kepentingan 
masing-masing. Pendapat-pendapat media yang lebih banyak 
menyudutkan posisi pemerintah dengan cepat direspon oleh 
masyarakat sehingga rakyat mudah dipengaruhi untuk 
melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk protes 
terhadap pemerintah. 

 Nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia berpotensi mendorong berkembangnya sikap 
inteloransi dikalangan masyarakat, sehingga mudah memicu 
terjadinya konflik komunal yang dapat berkembang menjadi 
konflik SARA. 

 Berkembangnya persepsi bahwa pemerintahan kurang 
berpihak kepada masyarakat, seperti dalam kasus masalah 
tanah, dapat mendorong konflik masyarakat dengan 
pemerintah atau pihak ketiga (perusahaan), klaim tumpang 
tindih peruntukan terhadap obyek tanah yang sama oleh 
kehutanan, pertanian, tambang dan hal ulayat (adat). 

 Kurangnya perhatian Negara terhadap orang-orang pandai di 
negeri ini telah mendorong mereka cenderung bekerja 
diperusahaan swasta/multinasional/luar negeri dari pada 
menjadi pegawai negeri. Contoh adalah para lulusan 
universitas terbaik (ITB, UI, UGM, dll) lebih memilih bekerja 
diperusahaan swasta dari pada sebagai pegawai negeri, dan 
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lulusan SMA Taruna Nusantara yang memperoleh beasiswa di 
luar negeri, lebih banyak belajar dan bekerja di luar negeri dan 
tidak kembali ke Indonesia.  Jika ini dibiarkan, maka di masa 
mendatang dapat dipastikan bahwa kualitas orang-orang di 
pemerintahan/PNS/militer akan jauh dibawah kualitas orang-
orang swasta. Ini merupakan hal yang harus menjadi 
kekhawatiran stategis (strategic concerns). 

5) Pertahanan dan Keamanan. Ide separatisme di Indonesia 
masih eksis terutama di Papua, Maluku (Ambon) dan bahkan 
di Aceh. Secara militer gerakan separatis sangat lemah dan 
hampir tidak berpengaruh, namun secara politik menuver-
manuver mereka masih sangat efektif.  Dengan memanfatkan 
media masa dan teknologi informasi yang canggih kelompok 
separatis dapat dengan mudah mengangkat isu-isu lokal 
menjadi isu internasional.    Lepasnya Timor Timur dan Pulau 
Sipadan-Ligitan adalah bukti kekalahan kita dalam perang 
cyber dimana lawan dengan sangat sistematis dan terstruktur 
menyampaikan pesan-pesan ke dunia internasional melalui 
TV, internet dan media lainya sehingga terbentuk opini 
internasional yang menguntungkan lawan dan merugikan 
kepentingan Indonesia.    
Ide separatism sempat meredup, namun seiring dengan 
kurangnya keberhasilan pemerintah dalam usaha 
meningkatkan kesejahteraan dan penegakan hukum, ide 
separatis mulai diangkat kembali dan dikemas dalam bentuk 
lain untuk bisa menarik perhatian masyarakat baik lokal, 
nasional maupun internasional.   Selama ini pemerintah masih 
menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan, 
menghilangkan kemiskinan, kebodohan serta 
keterbelakangan, sehingga pesoalan separatis masih akan 
tetap menjadi sebuah ancaman. Jaringan teroris masih tetap 
eksis di Indonesia, menunjukkan bahwa rekruitmen dan 
kaderisasi kelompok teroris masih terus berlangsung.  
Kelompok teroris cukup berhasil dalam merekrut anggota-
anggota baru, sehingga berbagai penangkalan belum cukup 
untuk mematahkan ancaman terorisme di tanah air.   
Sementara upaya deradikalisasi masih belum memberikan 
hasil yang diharapkan, dan perlunya ditingkatkan menjadi 
konsep yang terpadu secara nasional. 

 Luasnya wilayah yurisdiksi nasional belum diimbangi dengan 
kekuatan pengamanan dan pengawasan yang memadai akan 
berpotensi mendorong terjadinya berbagai gangguan 
keamanan baik di darat, laut maupun udara nasional.  Belum 
selesainya sebagian besar permasalahan perbatasan Indonesia 
dengan wilayah negara tetangga berpotensi terjadinya 
pelanggaran wilayah dan bisa sangat memungkinkan 
berkembang menjadi konflik antar negara, dan apabila tidak 
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dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi maka berpotensi 
terjadinya ketegangan politik. 

10.  Perkiraan Ancaman. Berdasarkan analisis terhadap perkembangan dan 
kecenderungan lingkungan strategis global, regional dan nasional, maka 
kemungkinan ancaman pertahanan Negara yang dihadapi sebagai berikut : 
 

Ancaman Militer 
dari Aktor Negara 

Ancaman Non Militer 
dari Aktor Negara 

Ancaman Militer dari 
Aktor Non Negara 

Ancaman Non Militer dari 
Aktor Non Militer 

- Spionase 
(Aktual) 

- Embargo Ekonomi 
(Aktual) 

- Terorisme (Aktual) - Illegal Logging/Fishing 
(Aktual) 

- Blockade Laut 
(Potensial) 

- Embargo Militer 
(Aktual) 

- Separatisme 
(Aktual) 

- Smuggling & Illicit Trade 
(Aktual) 

- Pelanggaran 
wilayah (Aktual) 

- Iptek (Aktual) - Pemberontakan 
Bersenjata 
(Potensial) 

- Drugs Trafficking (Aktual) 

- Konflik Militer 
Terbatas 
(Potensial) 

- Cyber Attact 
(Aktual) 

- Pembajakan 
Laut/Udara 
(Aktual) 

- Cyber Crime/ Cyber 
Terrorisme (Aktual) 

 - Intervensi Politik 
(Aktual) 

- Penyelundupan 
Senjata, Amunisi 
dan Bahan Peledak 
(Aktual) 

- Money Laundering (Aktual) 

 - Eksploitasi SDA 
(Aktual) 

 - Bencana Alam (Potensial) 

 - Dominasi 
Perdagangan 
(Aktual) 

 - Kerusakan Lingkungan 
(Aktual) 

 - Propaganda 
(Aktual) 

 - Ketergantungan Pangan 
(Potensial) 

   - Ketergantungan Energi 
(Potensial) 

   - Penyakit/Hama Baru 
(Aktual) 

   - Radikalisme (Aktual) 

   - Lahirnya Ideologi Baru 
(Potensial) 

   - Konflik Vertikal (Potensial) 

   - KonflikHorizontal/Komunal
/ Kerusuhan Sosial 

 

11. Permasalahan yang dihadapi dengan adanya ancaman di atas adalah:     

a.  Kemampuan pertahanan nasional saat ini mempunyai masalah yang 
sangat mendasar yakni tidak seimbangnya postur pertahanan yang 
diharapkan dengan kondisi saat ini.     Secara lebih spesifik, jumlah 
dan kualitas peralatan pertahanan terutama Alutsista sebagai 
indikator utama kekuatan postur pertahanan negara sangat minim 
jika dihadapkan dengan luas wilayah dan kekuatan Negara-negara 
tetangga. Persenjataan yang dimiliki oleh TNI sebagai komponen 
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utama pertahanan negara sebagian besar berusia antara 25-40 
tahun, bahkan terdapat cukup banyak Alutsista berusia antara 41-
64 tahun.   

b. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran, maka postur 
pertahanan negara sampai dengan Tahun 2009 hanya direncanakan 
dibangun untuk menuju tingkat Minimum Essential Force (MEF) yaitu 
tingkat kekuatan yang sangat minimal untuk mempertahankan 
kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Sebagai langkah nyata dalam upaya mencapai 
agenda pembangunan nasional tersebut, telah ditetapkan kebijakan 
strategis pemenuhan Alutsista TNI dan peralatan keamanan.   
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemandirian, diupayakan 
kebutuhan Alutsista sedapat mungkin dipenuhi melalui produksi 
industri pertahanan nasional. 

c. Alokasi anggaran pertahanan Tahun 2005-2009 sebesar Rp 
150.516,04 M atau sekitar 0,62% s.d 0,85% terhadap PDB (rata-rata 
pertahun 0,75% PDB), sedangkan apabila dihadapkan dengan APBN 
sekitar 3,33% s.d 4,53% (rata-rata pertahun 3,95% terhadap APBN). 
Alokasi tersebut menunjukkan persentase yang cenderung terus 
menurun setiap tahunnya terhadap PDB maupun terhadap APBN.  
Dukungan anggaran sampai dengan akhir Renstra Tahun 2005-2009 
telah menghasilkan pembangunan kekuatan ± 36% dari sasaran 
MEF yang akan dibangun secara bertahap dan berkesinambungan 
sampai dengan Tahun 2024.   

d. Komponen Cadangan dan Pendukung yang berfungsi sebagai 
pengganda kekuatan TNI dirancang untuk menghadapi ancaman 
militer belum melembaga karena masih dalam proses legislasi, 
namun masih perlu intensifikasi koordinasi antara Kemhan dan TNI 
dengan stake holder  terkait. 

 Kebijakan implementatif terhadap eksistensi Komcad dan Komduk 
diantaranya melalui pembentukan desk pengendali pusat kantor 
pertahanan (Desk PPKP)  yang merupakan langkah awal Menteri 
Pertahanan untuk membentuk Kantor Pertahanan di daerah.    
Penyelenggaraannya melalui penunjukan beberapa Korwil dan Korda 
dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberdayaan, 
pengintegrasian seluruh sumber daya yang ada di daerah guna 
kepentingan pertahanan negara.  

Kompleksitas pembangunan pertahanan yang melibatkan segenap 
penyelenggara negara dan masyarakat secara luas memerlukan 
koordinasi yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap 
hakekat pertahanan negara, hubungan kelembagaan, sarana 
prasarana maupun dukungan anggaran dan lain-lain. 

e. Alutsista dan non Alutsista TNI ditinjau dari segi kuantitas masih 
belum memenuhi TOP/DSP dan dari segi kualitas sebagian tidak laik 
operasional karena mayoritas telah mencapai usia pakai rata-rata 
antara 25 s.d 40 tahun, demikian pula fasilitas pendukung operasi 
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(pangkalan, dermaga, pergudangan dsb) masih belum memenuhi 
standardisasi yang berlaku.  

f. Pertahanan nirmiliter yang menjadi tanggung jawab K/L diluar 
pertahanan militer sesuai fungsi masing-masing belum terstruktur 
dan belum mendapatkan kesepakatan nasional, sehingga 
menimbulkan kerawanan terhadap ancaman nonmiliter. 

     

BAB IV 
KONDISI SAAT INI 

 
12. Umum.  Uraian dalam kondisi saat ini merupakan penjelasan tentang 

kekuatan, kemampuan dan gelar, baik militer maupun nirmiliter.   Data 
yang disajikan adalah hasil pengumpulan data maupun analisis dan 
evaluasi dari laporan yang diterima dari satuan-satuan jajaran serta 
instansi terkait lainnya per 31 Desember 2012.   Mengingat tingginya 
dinamika lingkungan strategis, validitas data perlu senantiasa dikonfirmasi 
dengan perkembangan terakhir. 

13. Kekuatan.    

a. Pertahanan Militer.  

1) Personel. Kekuatan personel sebanyak 481.479 orang, terdiri 
atas prajurit TNI 417.265 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
64.214  orang. 

2) Alutsista/materiil. Dari segi kuantitas dan kualitas perlu 
penataan dan peningkatan menuju sasaran yang ditetapkan, 
termasuk pangkalan, dermaga, pergudangan, dan sebagainya.    

Daftar Rekapitulasi Alutsista dan non Alutsista dan Sarpras TNI 
posisi: per 30 September 2012 secara lebih rinci sebagaimana 
tercantum dalam Sublampiran B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

b. Pertahanan Nirmiliter. Pertahanan nirmiliter dalam konteks 
pertahanan sipil yang menjadi tanggung jawab K/L sesuai fungsi 
masing-masing belum memiliki struktur dan postur yang baku 
karena belum adanya legislasi maupun regulasi.  

14. Kemampuan. Lima kemampuan pertahanan diukur dengan menggunakan 
kriteria: sangat tangguh = 85%-100%, tangguh = 70%-84%, cukup tangguh 
= 60%-69%, dan kurang tangguh = kurang dari 60%. Sampai dengan akhir 
tahun 2012 pembangunan lima kemampuan pertahanan militer 
mengalami peningkatan dibeberapa aspek, dengan capaian:  

a. Kemampuan intelijen sebesar 66% (cukup tangguh);  

b. Kemampuan pertahanan sebesar 67% (cukup tangguh); 

c. Kemampuan keamanan sebesar 68% (cukup tangguh);  
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d. Kemampuan pemberdayaan wilayah sebesar 66% (cukup tangguh);  

e. Kemampuan dukungan sebesar 69,4% (cukup tangguh). 

15. Gelar kekuatan. 

a. Mabes TNI. 

1) Unsur Pimpinan di Jakarta. 

2) Unsur Pembantu Pimpinan: 

a) Inspektorat Jenderal di Jakarta; 

b) Staf Ahli Panglima TNI di Jakarta; dan 

c) Staf Asisten Panglima TNI: Srenum TNI, Sintel TNI, Sops 
TNI, Spers TNI, Slog TNI, Skomlek TNI dan Ster TNI di 
Jakarta. 

3) Badan Pelaksana Pusat: Puspen TNI, Babinkum TNI, 
Paspampres, Puskes TNI, Babek TNI, Pusku TNI, Pusbintal TNI, 
Pusinfolahta TNI, Bais TNI, Mako Akademi TNI, Pusat Misi 
Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Pusjiantra TNI di 
Jakarta; Kodiklat TNI di Tangerang Selatan Banten, Sesko TNI 
di Bandung, Garnisun Tetap Jakarta di Jakarta, Garnisun 
Tetap Bandung di Bandung dan Garnisun Tetap Surabaya di 
Surabaya. 

4) Unsur Pelayanan terdiri dari: Pusdalops TNI, Setum TNI, 
Satkomlek TNI dan Denma Mabes TNI di Jakarta. 

5) Kotamaops terdiri dari:     
a) Kohanudnas. Makohanudnas berkedudukan di Jakarta 

yang membawahi empat Kosekhanudnas yaitu:  

(1) Kosekhanudnas I di Jakarta; Satuan Radar 211 di 
Tanjung Kait Tangerang, Satuan Radar 212 di 
Natuna Riau Kepulauan, Satuan Radar 213 di 
Tanjung Pinang, Satuan Radar 214 di Pemalang, 
Satuan Radar 215 di Congot Yogyakarta dan 
Satuan Radar 216 di Cibalimbing Sukabumi;    

(2) Kosekhanudnas II di Makassar; Satuan Radar 221 
di Ngliyep Malang, Satuan Radar 222 di Ploso 
Jombang, Satuan Radar 223 di Balikpapan, 
Satuan Radar 224 di Kwandang Gorontalo, dan 
Satuan Radar 225 di Tarakan Kaltim; 

(3) Kosekhanudnas III di Medan; Satuan Radar 231 di 
Lhok Seumawe NAD, Satuan Radar 232 di Dumai 
Pekan Baru, Satuan Radar 233 di Sabang NAD, 
dan Satuan Radar 234 di Sibolga Sumut; 

(4)  Kosekhanudnas IV di Biak; Satuan Radar 241 di 
Buraen Kupang, Satuan Radar 242 di Tanjung 
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Warari Biak, Satuan Radar 243 di Timika, Satuan 
Radar 244 di Merauke, dan Satuan Radar 255 di 
Saumlaki Tual; 

(5) Pusdik Hanudnas di Surabaya; 
(6) Denma Makohanudnas di Jakarta; dan 
(7) Satkomlek di Jakarta.  

b) Kodam I/BB di Medan, Kodam II/Swj di Palembang, 
Kodam III/Slw di Bandung, Kodam IV/Dip di Semarang, 
Kodam V/Brw di Surabaya, Kodam VI/Mlw di 
Balikpapan, Kodam VII/Wrb di Makassar, Kodam IX/Udy 
di Denpasar, Kodam XII/Tpr di Pontianak, Kodam 
XVI/Ptm di Ambon, Kodam XVII/Cen di Jayapura, 
Kodam IM di Banda Aceh, Kodam Jaya di Jakarta;  

c) Kostrad dan Kopassus di Jakarta; 

d) Koarmabar dan Kolinlamil di Jakarta serta Koarmatim di 
Surabaya; dan 

e) Koopsau I di Jakarta dan Koopsau II di Makassar. 

b. TNI AD. Kekuatan TNI  AD terdiri atas kekuatan terpusat, kekuatan 
kewilayahan dan kekuatan pendukung. Kekuatan-kekuatan tersebut 
digelar berdasarkan pertimbangan fungsi masing-masing yakni: 

1) Gelar kekuatan Terpusat: 

a) Kostrad. 

(1) Di wilayah Propinsi Jabar, Banten dan DKI Jakarta 
terdapat 1 Divif, 1 Brigif Linud, 1 Brigif, 3 Yonif 
Linud, 1 Yonif Raider, 2 Yonif, 1 Yonkav, 1 
Kikavtai, 1 Menarmed, 3 Yonarmed, 1 Yonarhanud, 
1 Yonzipur, 1 Yonbekang, 1 Yonkes, 1 Denhub, 1 
Denpal, 1 Satajen, 1 Kipom, 1 Yonintel dan 1 
Denharrahlat. 

(2) Di wilayah Propinsi Jawa Tengah terdapat 1 Brigif, 
1 Yonif Raider, 2 Yonif dan 1 Yonarmed. 

(3) Di wilayah Propinsi Jawa Timur terdapat 1 Divif, 1 
Brigif Linud, 1 Brigif, 3 Yonif Linud, 1 Yonif Raider, 
2 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikavtai, 1 Menarmed, 2 
Yonarmed, 1 Yonarhanud, 1 Yonzipur, 1 
Yonbekang, 1 Yonkes, 1 Denhub, 1 Denpal, 1 
Satajen dan 1 Kipom. 

(4) Di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan terdapat 1 
Brigif Linud dan 3 Yonif Linud. 

b) Kopassus. Gelar Kopassus seluruhnya berada di Pulau 
Jawa, yaitu: 
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(1) Di wilayah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI 
Jakarta terdapat 1 Grup Sandha (3 Yon Sandha), 1 
Satgultor (1 Yonaksus, 1 Yonban, 1 Dennik), 1 
Grup Parako (3 Yon Parako) dan 1 Pusdikpassus. 

(2) Di wilayah Jawa Tengah terdapat 1 Grup Parako (3 
Yon Parako). 

2) Gelar kekuatan Kewilayahan yakni Kodam digelar dalam 13 
Kodam yang tersebar di seluruh Indonesia seperti: 

a) Kodam Iskandar Muda tergelar di wilayah Propinsi NAD, 
terdiri atas 2 Makorem, 16 Makodim, 192 Koramil, 1 
Yonif Raider, 5 Yonif Diperkuat, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 
Denarhanud, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 2 Tim 
Inteltrem, 16 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

b) Kodam I/Bukit Barisan tergelar di wilayah Propinsi 
Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan  Riau, terdiri atas 
5 Makorem, 31 Makodim, 354 Koramil, 1 Brigif, 1 Yonif 
Raider, 1 Yonif Diperkuat, 8 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikav, 1 
Yonarmed, 2 Yonarhanudse, 1 Denarhanud, 1 Yonzipur, 
1 Denzipur, 1 Deniteldam, 5 Tim Intelrem, 31 Unit 
Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

c) Kodam II/Sriwijaya tergelar di wilayah Propinsi Jambi, 
Sumsel, Bengkulu. Lampung dan Babel, terdiri atas: 5 
Makorem, 27 Makodim, 241 Koramil, 1 Yonif Raider, 4 
Yonif, 1 Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Raiarhanud, 1 Yonzipur, 
1 Deninteldam, 5 Tim Intelrem, 27 Unit Inteldim, 15 
Balakdam dan 1 Rindam. 

d) Kodam III/Siliwangi tergelar di wilayah Propinsi Banten 
dan Jawa Barat, terdiri atas 4 Makorem, 23 Makodim, 
366 Koramil, 1 Mabrigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 
Yonkav, 1 Kikav, 2 Yonarmed, 1 Yonarhanudri, 1 
Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 4 Tim 
Intelrem, 23 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

e) Kodam IV/Diponegoro tergelar di wilayah Propinsi Jateng 
tediri atas 4 Makorem, 36 Makodim, 585 Koramil, 1 
Brigif, 1 Yonif Raider, 6 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikav, 1 
Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 
4 Tim Intelrem, 36 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 
Rindam. 

f) Kodam V/Brawijaya tergelar di wilayah Propinsi Jatim, 
terdiri atas 4 Makorem, 33 Makodim, 580 Koramil, 1 
Brigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif, 1 Yonkav, 1 Kikav, 1 
Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 Yonzipur, 1 Deninteldam, 
4 Tim Intelrem, 33 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 
Rindam. 
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g) Kodam VI/Mulawarman tergelar di wilayah Propinsi 
Kaltim dan Kalsel, terdiri atas 2 Makorem, 22 Kodim, 
165 Koramil, 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat, 
4 Yonif, 1 Denkav, 1 Yonarmed, 1 Denarhanud, 2 
Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Tim Intelrem, 22 Unit 
Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

h) Kodam VII/Wirabuana tergelar di wilayah Propinsi 
Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Sulut dan Gorontalo 
terdiri atas 5 Makorem, 36 Makodim, 358 Koramil, 1 
Brigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif Diperkuat, 7 Yonif, 1 
Yonkav, 1 Kikav, 2 Yonarmed, 1 Yonarhanudse, 1 
Yonzipur, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 5 Tim Intelrem, 36 
Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

i) Kodam IX/Udayana tergelar di wilayah Propinsi Bali, NTT 
dan NTB, terdiri atas 3 Makorem, 26 Makodim, 168 
Koramil, 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 1 Yonif diperkuat, 2 
Yonif, 1 Kikav, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 3 Tim 
Intelrem, 26 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

j) Kodam XII/Tanjungpura tergelar di wilayah Propinsi 
Kalbar dan Kalteng, terdiri atas 2 Makorem, 13 Kodim, 
189 Koramil, 1 Brigif, 1 Yonif Diperkuat, 4 Ynif, 1 
Denkav, 1 Yonarmed, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Tim 
Intelrem, 13 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

k) Kodam XVI/Patimura tergelar di wilayah Propinsi 
Maluku dan Malut, terdiri atas 2 Makorem, 9 Makodim, 
63 Koramil, 1 Yonif Raider, 3 Yonif diperkuat, 1 Denkav, 
1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Tim Intelrem, 9 Unit 
Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

l) Kodam XVII/Cendrawasih tergelar di wilayah Propinsi 
Papua dan Papua Barat, terdiri atas 4 Makorem, 14 
Makodim, 113 Koramil, 1 Brigif, 1 Yonif Raider, 5 Yonif 
Diperkuat, 1 Denkav, 4 Denzipur, 1 Deninteldam, 4 Tim 
Intelrem, 13 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

m) Kodam Jaya tergelar di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan 
wilayah Propinsi Jabar dan Banten yang berbatasan 
dengan wilayah DKI Jakarta, terdiri atas 2 Makorem, 8 
Makodim, 82 Koramil, 1 Mabrigif, 3 Yonif Mekanis, 2 
Yonkav, 1 Yonarmed, 1 Menarhanud, 2 Yonarhanudse, 1 
Denarhanud, 1 Denzipur, 1 Deninteldam, 2 Tim Intelrem, 
8 Unit Inteldim, 15 Balakdam dan 1 Rindam. 

3) Kekuatan Pendukung: 

a) Di wilayah Propinsi DKI Jakarta tergelar satuan 
Balakpus yang meliputi Pusterad, Puspomad, Pusintelad, 
Puspenerbad, Ditziad, Dithubad, Ditpalad, Ditbekangad, 
Ditkesad, Dittopad, Ditkuad, Ditkumad, Dispenad, 
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Disbintalad, Dislitbangad, Disinfolahtad, 1 Menzikom, 3 
Yonzikon, 1 Yonhub, 3 Yonbekangad, 1 Yonpom, 1 
Kizijihandak, 1 Kizinubika, serta Pusdikkes dan 
Pusdikkum. 

b) Di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten tergelar 
satuan Balakpus yang meliputi Makodiklat TNI AD, 
Pussenif, Pussenkav, Pussenarmed, Pussenarhanud, 
Ditajenad, Dispsiad, Disjasad, Disjarahad, 1 Skadron 
Penerbad, Seskoad, Secapaad, Pusdikif, Pusdikkav, 
Pusdikarmed, Pusdikzi, Pusdikhub, Pusdikpal, 
Pusdikpom, Pusdikbekang, Pusdikku, Pusdiktop, 
Pusdikkowad, Pusdikpengmilum, Pusdikter, Pussimpur, 
dan 1 Denkavkud. 

c) Di wilayah Propinsi Jateng tergelar satuan Balakpus 
yang meliputi Akmil, 2 Skadron Penerbad, 1 Lanudad 
dan Pusdikpenerbad. 

d) Di wilayah Propinsi Jatim tergelar satuan Balakpus yang 
meliputi Pusdikarhanud dan Lemjiantek. 

e) Di wilayah Propinsi Sumsel dan Lampung tergelar satuan 
Balakpus yang meliputi Puslatpur, 1 Yonzikon, 1 
Skadron Penerbad dan 1 Lanudad.      

c. Gelar kekuatan TNI AL terdiri atas kekuatan terpusat, kekuatan 
kewilayahan dan kekuatan satuan pendukung. Kekuatan-kekuatan 
tersebut digelar berdasarkan pertimbangan fungsi masing-masing. 

1) Kekuatan Terpusat 

a) Marinir 

(1) Mako Kormar berada di Jakarta. 
(2) Pasmar 1 di Surabaya terdiri atas: Mako Pasmar-1, 

Brigif 1 Mar, Resimen Kavaleri-1 Marinir, Resimen 
Artileri-1 Marinir, Resimen Bantuan Tempur-1 
Marinir, Yon Taifib-1 Marinir dan 7 Yonmarhanlan. 

(3) Pasmar 2 di Jakarta terdiri atas: Mako Pasmar-2, 
Brigif 2 Mar, Resimen Kaveleri-2 Marinir, Resimen 
Arteleri-2 Marinir, Resimen Bantuan Tempur-2 
Marinir, Yontaifib-2 Marinir dan 4 Yonmarhanlan. 

(4) Mako Brigif 3 Mar, Yonif 7 Mar, Yonif 9 Mar di 
Piabung Lampung, Yonif 8 Mar di Pangkalan 
Brandan. 

(5) Kolatmar di Surabaya. 
(6) Lanmar terdiri dari 2 Lanmar yaitu di Jakarta dan 

Surabaya. 
(7) Detasemen Jalamangkara di Jakarta. 
(8) Satu Rumkitalmar di Jakarta. 
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(9) Sebelas Yonmarhanlan masing-masing digelar 
disetiap Lantamal. Empat Yonmarhanlan di 
wilayah barat di Lantamal I Belawan, Lantamal II 
Padang, Lantamal II Jakarta, Lantamal IV Tanjung 
Pinang dan Tujuh Yonmarhanlan di wilayah timur 
di Lantamal V Surabaya, Lantamal VI Makassar, 
Lantamal VII Kupang, Lantamal VIII Manado, 
Lantamal IX Ambon, Lantamal X Jayapura dan 
lantamal XI Merauke. 

b) Kolinlamil. Di wilayah Jakarta digelar Mako Kolinlamil 
dan Satlinlamil dengan 11 KRI dan wilayah Surabaya 
digelar Satlinlamil dengan 7 KRI. 

2) Kekuatan Kewilayahan. Satuan kewilayahan terdiri Komando 
Armada yaitu Koarmabar dan Koarmatim. 

a) Koarmabar. 

(1) Makoarmabar di Jakarta 

(2) Guspurlabar di Jakarta 

(3) Guskamlabar di Batam 

(4) KRI, KAL dan Patkamla 

(a) Di bawah Pembinaan Satuan Kapal 
Koarmabar dengan perincian sebagai 
berikut: 

- Satkoarmabar 11 KRI di Jakarta 

- Satfibarmabar 6 KRI di Jakarta 

- Satranarmabar 2 KRI di Tanjung Uban 

- Satkatarmabar 5 KRI di Tanjung Uban; 
dan 

- Satbanarmabar 1 KRI dan 3 KAL di 
Jakarta 

(b) Di bawah pembinaan Satpaska 3 KAL di 
Jakarta. 

(c) Di bawah pembinaan Lantamal dengan 
perincian sebagai berikut: 

- Lantamal I Belawan 6 KRI jenis PC, 4 
KAL dan 57 Patkamla; 

- Lantamal II Padang 2 KRI, 4 KAL dan 9 
Patkamla; 

www.djpp.kemenkumham.go.id



2013, No.818 25

- Lantamal III Jakarta 5 KRI jenis PC, 7 
KAL dan 47 Patkamla; 

- Lantamal IV Tanjung Pinang 8 KRI 
jenis PC, 4 KAL dan 49 Patkamla; 

(d) Di bawah pembinaan Dishiodros 5 KRI dan 2 
KAL di Jakarta. 

(5) Pangkalan: 

(a) Pangkalan kelas A terdiri atas: Lantamal I 
Belawan, Lantamal II Padang, Lantamal III 
Jakarta, dan Lantamal IV Tanjung Pinang. 

(b) Pangkalan kelas B terdiri atas: Lanal Sabang, 
Lanal Dumai, Lanal Banten, Lanal Lampung, 
Lanal Bangka Bellitung, Lanal Batam, Lanal 
Ranai dan Lanal Pontianak. 

(c) Pangkalan kelas C terdiri atas: Lanal 
Lhokseumawe, Lanal Tanjung Balai Asahan, 
Lanal Simeulue, Lanal Sibolga, Lanal 
Bengkulu, Lanal Palembang, Lanal Cirebon, 
Lanal Tarempa, Lanal Dabo Singkep dan 
Lanal Tanjung Balai Karimun. 

(d) Satu Lanal Khusus Bandung. 

(e) Posal kelas A 24 buah, 30 Posal kelas B, 41 
Posal kelas C dan 11 Posal yang telah 
dilengkapi radar. 

(f) Empat Fasharkan: Fasharkan Sabang, 
Fasharkan Belawan, Fasharkan Mentigi dan 
Fasharkan Jakarta. 

(g) Empat Lanudal: Lanudal Sabang, Lanudal 
Jakarta, Lanudal Tanjung Pinang dan 
Lanudal Matak. 

b) Koarmatim, 
(1) Makoarmatim di Surabaya 
(2) Guspurlatim di Surabaya 
(3) Guskamlatim di Biak 
(4) KRI, KAL dan Patkamla: 

(a) Di bawah pembinaan Satuan Kapal 
Koarmatim sebagai berikut: 
- Satkoarmatim 18 KRI di Surabaya 
- Satselarmatim 2 KRI di Surabaya 
- Satfibarmatim 15 KRI di Surabaya 
- Satkatarmatim 6 KRI di Surabaya 
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- Satranarmatim 4 KRI di Surabaya 
- Satrolarmatim 9 KRI di Surabaya 
- Satbanarmatim 12 KRI dan 1 KAL di 

Surabaya. 

(b) Di bawah pembinaan Satpaska 2 KAL di 
Surabaya 

(c) Di bawah pembinaan Lantamal sebagai 
berikut: 

- Lantamal V Surabaya 2 KRI jenis PC, 
6 KAL dan 27 Patkamla; 

- Lantamal VI Makassar 2 KRI jenis PC, 
6 KAL 50 Patkamla; 

- Lantamal VII Kupang 1 KRI jenis PC, 
3 KAL dan 11 Patkamla; 

- Lantamal VIII Bitung 3 KRI jenis PC, 4 
KAL dan 19 Patkamla; 

- Lantamal IX Ambon 2 KRI jenis PC, 3 
KAL dan 7 Patkamla; 

- Lantamal X Jayapura 2 KRI jenis PC, 
3 KAL, 8 Patkamla; dan 

- Lantamal XI Merauke 1 KRI jenis PC, 
2 KAL dan 11 Patkamla. 

 (5) Pangkalan 

(a) Pangkalan kelas A terdiri atas: Lantamal V 
Surabaya, Lantamal VI Makassar, Lantamal 
VII Kupang, Lantamal VIII Bitung, Lantamal 
IX Ambon, Lantamal X Jayapura dan 
Lantamal XI Merauke. 

(b) Pangkala kelas B terdiri atas: Lanal Cilacap, 
Lanal Semarang, Lanal Denpasar, Lanal 
Balikpapan, Lanal Kendari, Lanal Palu, 
Lanal Maumere, Lanal Mataram, Lanal 
Tarakan, Lanal Tahuna, Lanal Tual, Lanal 
Ternate, Lanal Biak dan Lanal Sorong. 

(c) Pangkalan kelas C terdiri atas: Lanal 
Banyuwangi, Lanal Tegal, Lanal Batuporon, 
Lanal Banjarmasin, Lanal Kota Baru, Lanal 
Sangatta, Lanal Pulau Rote, Lanal 
Nunukan, Lanal Toli-toli, Lanal 
Melonguane, Lanal Gorontalo, Lanal 
Saumlaki, Lanal Morotai, Lanal Aru dan 
Lanal Timika; 
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(d) Lanal Khusus yaitu Lanal Malang dan Lanal 
Yogyakarta; 

(e) Posal kelas 33 buah, 40 Posal kelas B, 46 
Posal kelas C dan 10 Posal yang telah 
dilengkapi radar. 

(f) Lima Fasharkan terdiri atas: Fasharkan 
Surabaya, Fasharkan Makassar, Fasharkan 
Manokwari, Fasharkan Bitung dan 
Fasharkan Ambon. 

3) Kekuatan pendukung. 

a) Kobangdikal.  Mako Kobangdikal berada di Surabaya, 
membawahi Kodikopsla, Kodikdukum, Kodikmar, STTAL, 
Puslatlekdalsen, Puslatdiksarmil dan Puspeknubika. 

b) Akademi Angkatan laut (AAL),  Mako AAL di Surabaya. 

c) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal).  
Mako Seskoal di Jakarta. 

d) Puspenerbal. 
(1) Mako Puspenerbal di Surabaya. 
(2) Pesawat Udara: 

(a) Wing Udara-1 51 Pesud berbagai jenis 
berada di Lanudal Juanda Surabaya. 

(b) Wing Udara-2 11 Pesud berbagai jenis 
berada di Lanudal Tanjung Pinang. 

(c) Pangkalan. Membawahi 9 Lanudal terdiri 
atas 1 Lanudal kelas A (Juanda Surabaya), 6 
Lanudal kelas B (Lanudal Sabang, Jakarta, 
Tanjung Pinag, Kupang, Manado dan Biak) 
dan 2 Lanudal Kelas C (Lanudal Matak dan 
Aru). 

e) Dispamal, Dispenal, Dishidros, Diskomlekal, Diskumal, 
Dispotmar, Disminpersal, Disdikal, Diswatpersal, 
Ditkesal, Puspomal, Dissenlekal, Dismatal, Dislaikmatal, 
Disadal, Disfaslanal, Disbekal, Diskual, Dislitbangal, 
Disinfilahtal dan Dispsial. 

f) Satuan pelaksana intelijen TNI Angkatan Laut.   
Membawahi 2 Detasemen Intel (1 Den Intel di Komando 
Armada Barat dan 1 Den Intel di Komando Armada 
Timur), 11 Tim Intel di Lantamal I s.d XI. 

c. Gelar kekuatan TNI AU. Strategi penggelaran kekuatan udara 
disesuaikan dengan sistem pola penggelaran indepth defence system 
(sistem pertahanan mendalam) dan menganut bare base concept, 
dengan memperhatikan ancaman dan kondisi geografis Indonesia, 
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Gelar TNI AU terdiri atas penggelaran Skadron Udara, Satuan Radar 
(Satrad), Korpaskhas, Pangkalan Udara, Detasemen dan Pos TNI AU 
diuraikan sebagai berikut: 

1) Gelar Skadron TNI AU.  Skadron TNI AU digelar dalam Skadron 
Tempur, Skadron Angkut, Skadron Intai dan Skadron 
Helikopter. Ada tujuh skadron tempur yaitu di Sumatera (1 
Skadron di lanud Roesmin Nurjadin Riau), di Jawa (3 Skadron 
di Lanud Inswahyudi Madiun, dan 1 Skadron di Lanud 
Abdulrachman Saleh Malang), di Sulawesi (1 Skadron Lanud 
Hasannudin Makassar), dan di Kalimantan (1 Skadron Lanud 
Supadio Pontianak).   Skadron Angkut digelar 2 Skadron yakni 
di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan 2 Skadron 
Lanud Abdulrahman Saleh Malang.    Skadron VIP/VVIP di 
gelar 2 Skadron di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.  
Skadron Intai digelar 1 Skadron di Lanud Hasanuddin 
Makassar.   Skadron Helikopter digelar 3 Skadron masing-
masing 2 Skadron di Atang Sanjaya Bogor dan 1 Skadron di 
Suryadarma Kalijati.  Skadron latih digelar 2 Skadron di Lanud 
Adisucipto Yogyakarta. 

2) Gelar Satrad Hanud. Satrad Hanud digelar di 4 Kosek 
Hanudnas yaitu Kosek Hanudnas I di Jakarta, Kosek 
Hanudnad II di Makassar, Kosek Hanudnas III di Medan dan 
Kosek Hanudnas IV di Biak. 

3) Gelar Satrudal TNI AU saat ini belum ada, masih dalam 
perencanaan pengadaan Renstra 2010-2014 untuk 2 satuan 
Rudal jarak menengah.  Sedangkan gelar Penangkis Serangan 
Udara (PSU) direncanakan digelar di pangkalan-pangkalan 
udara yang memiliki skadron udara. 

4) Gelar Korpaskhas. Kopaskhas digelar dalam 3 Wing 
Korpaskhas yaitu Wing I Korpaskhas di Lanud Halim 
Perdanakusuma Jakartas, Wing II Korpaskhas di lanud 
Abdulrachman Saleh Malang dan Wing III Korpaskhas di lanud 
Sulaeman Bandung, 8 Batalion Korpaskhas, serta 7 Kompi BS 
Kopaskhas dan 1 Detasemen Korpaskhas (Bravo). 

5) Gelar Pangkalan TNI AU. Gelar pangkalan TNI AU di 6 Lanud 
Tipe A masing-masing Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud 
Iswahyudi, Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Adisucipto, 
Lanud Hasanuddin, Lanud Atang Sanjaya, 16 Lanud tipe B, 13 
Lanud tipe C dan 8 tipe D, 18 Detasemen dan 67 Pos TNI AU. 

d. Sedangkan kekuatan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing 
K/L dan belum terdata secara terpusat oleh Kementerian 
Pertahanan. 
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BAB V 

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN  

SERTA PRIORITAS PEMBANGUNAN  

 

16. Umum. Arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan merupakan 
kutipan dari dokumen RPJMN 2010-2014 

17. Arah Kebijakan.  Sesuai yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-
2014, terdapat 14 (empat belas) arah kebijakan pembangunan bidang 
pertahanan dan keamanan, dimana 10 (sepuluh) diantaranya merupakan 
arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan negara, meliputi:  

a. Modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur 
teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit. 

b. Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan 
kesejahteraan. 

c. Percepatan pembentukan Komponen Cadangan dan Pendukung. 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan 
di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta 
penggelaran prajurit TNI. 

e. Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian 
pertahanan, melalui penyusunan blue print, grand desain beserta 
road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta 
dukungan pendanaannya. 

f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut yang didukung 
oleh efektivitas komando dan pengendalian. 

g. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak 
terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak 
terorisme. 

h. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan 
modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat. 

i. Pemantapan sistem persandian pertahanan untuk mendukung 
Sistem Persandian Nasional (Sisdina). 

j. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan 
pertahanan keamanan negara. 

Korelasi tujuan, sasaran dan arah kebijakan tahun 2010-2014 
sebagaimana tercantum dalam Sublampiran C yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

18. Strategi.  Strategi dalam pembangunan bidang pertahanan negara 
meliputi:  
a. Membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara 

terintegrasi menuju postur dan struktur pertahanan kekuatan pokok 
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minimum (MEF). Dalam strategi ini, kekuatan dan kemampuan 
Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara terus dimantapkan dan 
dikembangkan secara optimal. Pemantapan dan pengembangan 
matra ini dilakukan dalam kerangka Tri Matra Terpadu yang mampu 
melaksanakan operasi gabungan, memiliki kekuatan dan 
kemampuan serbu (striking force) sebagai pondasi untuk 
membangun efek penggentar, termasuk di wilayah perbatasan dan 
pulau-pulau kecil terluar. 

b. Memantapkan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau 
terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan 
sarana dan prasarana pertahanan. 

c. Mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka 
meningkatkan kemandirian pertahanan.    

d. Memadukan seluruh komponen dan kekuatan yang berwenang 
dalam penanganan ganggunan keamanan dan penegakan hukum di 
laut. 

e. Menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanggulangan 
tindak terorisme.    

f. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pemantauan dan 
deteksi dini melalui modernisasi teknologi intelijen dan peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia.    

g. Meningkatkan perlindungan informasi dan rahasia negara melalui 
peningkatan tata kelola sistem tranmisi dan informasi tertentu yang 
efektif dan efisien. 

h. Meningkatkan keterpaduan dan kapasitas lembaga penyusun 
kebijakan di bidang keamanan nasional. 

i. Meningkatkan kepedulian dan pemihakan seluruh komponen bangsa 
dan negara terhadap ketercukupan anggaran pertahanan negara.  

19. Program dan Kegiatan. Dalam manajemen perencanaan pertahanan negara 
Kemhan dan TNI pada tahun 2010 memiliki 12 program dan 7 kegiatan, 
namun mulai tahun 2011 menggunakan terminologi/nomen klatur 26 
program dan 214 kegiatan. Tabel indikator, target kinerja  dari program 
dan kegiatan Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum 
dalam Sublampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.    

20. Prioritas. Dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 menetapkan 11 prioritas 
nasional dan 3 prioritas lainnya. Tiga prioritas lainnya (nasional) yaitu 
pertama politik, hukum dan keamanan, kedua perekonomian dan ketiga 
kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian dari prioritas Polhukam  yakni 
bidang Hankam. Prioritas dan fokus prioritas bidang Hanneg sebagai 
berikut:  
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a. Peningkatan kemampuan pertahanan mencapai MEF Komponen 
Utama, dengan fokus prioritas: 

1) Meningkatkan profesionalisme personel. 

a) Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel 
Integratif 

b) Latihan Kesiapan Operasi 

c) Latihan Pembinaan Balakpus TNI 

d) Latihan Pratugas Operasi 

e) Pembangunan Sarpras profesionalisme personel 
integratif. 

f) Latihan Matra Darat 

g) Pembangunan Sarpras profesionalisme Matra Darat 

h) Pemeliharaan Latihan Operasi  Matra Laut 

i) Pembangunan Fasilitas dan Sarpras profesionalisme 
Matra Laut 

j) Latihan Matra Udara 

k) Pembangunan Sarpras kesejahteraan personel Matra 
Udara 

l) Operasi Militer untuk Perang (OMP)  

2) Modernisasi Alutsista dan non Alutsista. 

a) Pengadaan MKK 

b) Pengadaan Munisi khusus 

c) Pengadaan MKB 

d) Pengadaan Alut strategis Integratif 

e) Pengadaan/penggantian Ranpur 

f) Pengadaan/penggantian pesawat terbang 

g) Pengadaan/penggantian Senjata/munisi 

h) Pengadaan Alutsista strategis Matra Darat 

i) Peningkatan/pengadaan Alpung KRI, KAL, Ranpur dan 
Rantis 

j) Peningkatan/pengadaan Pesud dan Sarpras 
Penerbangan TNI AL 

k) Pengadaan Alut strategis Matra Laut 

l) Peningkatan/pengadaan pesawat Udara 

m) Peningkatan/pengadaan radar dan Alkom Lainnya 

n) Pengadaan Alutsista strategis. 
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3) Percepatan pembentukan komponen cadangan dan 
pendukung. 

a) Pembinaan kesadaran bela Negara 

b) Pembentukan dan pembinaan Komcad 

c) Penataan dan pembinaan Komduk  

4) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar). 

a) Penyelenggaraan Surta Hidros 

b) Penyelenggaraan Operasi Matra laut penegakan Hukum 
serta penjagaan keamanan di wilayah laut Yurisdiksi 
Nasional 

c) Penyelenggaraan Surta 

d) Pembangunan Sarprashan di Wilayah Perbatasan.  

b. Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dengan fokus prioritas 
pemberdayaan industri pertahanan nasional, meliputi: 

1) Penyusunan rencana induk, Master plan & Road Map 
Revitalisasi Indhan. 

2) Konsolidasi RPJM Tahun 2010-2014 beserta RKP, penguatan 
Basis Pendanaan dan Perumusan Pendanaan 5 Tahunan 

3) Revisi Keppres nomor 80 Tahun 2003 untuk mendukung 
Revitalisasi Indhan 

4) Identifikasi Teknologi Alutsista TNI 

5) Pembentukan KKIP sebagai Clearing House 

6) Refocusing, Intensifikasi dan kolaborasi R&D 

7) Litbang Alpalhan 

8) Produksi Alutsista dalam negeri  

c. Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan 
pelanggaran hukum di laut  dengan fokus prioritas meningkatkan 
operasi bersama dan mandiri di laut termasuk pengamanan Selat 
Malaka serta penyelenggaraan OMSP Matra Udara.  

d. Peningkatan rasa aman dengan fokus prioritas yaitu: 
1) Deradikalisasi penangkalan terorisme. 

a) Operasi Gaktib dan operasi yustisi 

b) Operasi pemberdayaan Wilhan. 

c) Operasi intelijen strategis. 

d) Penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra darat. 
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2) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme. 
- Operasi Militer Selain Perang (OMSP)  

e. Modernisasi deteksi dini keamanan nasional, dengan fokus prioritas 
memperluas cakupan deteksi dini di luar negeri maupun dalam 
negeri.  

1) Analisis strategi 

2) Penyelenggaraan intelijen dan keamanan matra laut 

3) Penyelenggaraan intelijen dan keamanan matra udara  

f. Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional, dengan fokus 
prioritas peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga 
keamanan nasional. 

- Perumusan Jakstra dan kebijakan implementatif    

Prioritas dan fokus prioritas bidang Hanneg Tahun 2010-2014 sebagaimana 
tercantum dalam Sublampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.  

 

BAB VI 

ANGGARAN 

 

21. Umum.    Angka  dasar  untuk  anggaran  pertahanan  negara tahun 2010-
2014 sebesar Rp 279.862,47 miliar belum mengakomodasikan kenaikan 
belanja pegawai (gaji, ULP/uang makan dll), tunjangan kinerja dan 
tunjangan lainnya, serta percepatan pemenuhan Alutsista MEF:   

a. Angka dasar (baseline) anggaran pertahanan Tahun 2010-2014 
sebesar Rp 279.862,47 miliar dengan rincian: 

1) Tahun 2010 sebesar  Rp    42.310,14 miliar,  

2) Tahun 2011 sebesar  Rp    44.883,00 miliar,  

3) Tahun 2012 sebesar  Rp    55.469,58 miliar, 

4) Tahun 2013 sebesar  Rp    64.292,37 miliar,   

5) Tahun 2014 sebesar  Rp    72.907,39 miliar.  

b. Realisasi  

1) Tahun 2010 sebesar  Rp    52.352,27 miliar,  

2) Tahun 2011 sebesar  Rp    58.192,12 miliar,  

3) Tahun 2012, sebesar  Rp    74.106,46 miliar,  

4) Tahun 2013 sebesar  Rp    81.963,56 miliar (Dipa awal)   
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c. Realisasi anggaran pertahanan negara sampai dengan akhir tahun 
2012 (termasuk  alokasi  anggaran  tahun 2013)  sebesar            Rp 
266.614,35 miliar dan pada tahun 2014 rencana kebutuhan 
anggaran Hanneg sebesar Rp 173.989,32 miliar. 

d. Realisasi anggaran setiap tahun besarannya mengalami penambahan 
dan presentase terhadap PDB cenderung naik (tahun 2010 = 0,84%, 
2011 = 0,81%, 2012 = 0,87%, 2013 = 0,88%) namun realisasi 
anggaran pertahanan belum mencapai target minimal (1,8% dari 
PDB) sesuai Permenhan 24 Tahun 2007 tentang Postur Pertahanan 
Negara Tahun 2010-2029. 

e. Kenaikan anggaran pertahanan sebagian besar untuk penambahan 
belanja pegawai sedangkan kenaikan belanja barang khususnya 
belanja pemeliharaan dan perawatan/perbaikan Alutsista masih 
belum memenuhi kebutuhan operasional maupun maintenance dari 
masing-masing matra angkatan. 

f. Diagram perjenis belanja tahun 2010-2013 dan rencana kebutuhan 
anggaran tahun 2014 sebesar Rp 173.989,32 miliar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

g. Alokasi belanja modal masih didominasi dengan pengadaan dari luar 
negeri melalui dana devisa dan pinjaman luar negeri dikarenakan 
belum optimalnya revitalisasi industri pertahanan nasional dalam 
mendukung pengelolaan Alutsista dan non Alutsista TNI.   Faktor 
esensial yang merupakan keterbatasan kapabilitas dan daya dukung 
yang dimiliki oleh BUMNIP dan BUMS diantaranya ketersediaan 
anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana industri dan 
lain-lain. 

 Belanja Alutsista dari luar negeri memerlukan prosedur dan 
mekanisme yang panjang karena melibatkan pemangku kepentingan 
yang relatif banyak, proses produksi sampai dengan pengiriman yang 

-
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BASELINE 42.310,14 44.883,00 55.469,58 64.292,37 72.907,39

BEL PEG 24.511,68 30.372,77 34.908,20 37.045,55 44.466,00

BEL BRG 15.041,79 10.149,19 11.280,30 12.889,00 38.317,24

BEL MODAL 12.798,79 17,670,17 27.917,95 32.029,00 88.757,70

JUMLAH 52.352,27 58.192,12 74.106,46 81.963,56 173.989,32 
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relatif lama sehingga sering kali tidak tepat waktu, mahal serta 
dimungkinkan ketinggalan teknologi. 

22. Alokasi Anggaran.    

a. Rincian per tahun per UO dari anggaran Renstra Hanneg Tahun 
2010-2014 sebesar Rp 438.155,36 miliar adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan rincian per program dan kegiatan dari anggaran Renstra 
Hanneg Tahun 2010-2014 beserta prioritasnya sebagaimana 
tercantum dalam Sublampiran E yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

b. PHLN/KE/KK. Sesuai dengan RPJMN 2010-2014 alokasi 
PHLN/KE/KK ditetapkan sebesar Rp 62,54 T.  Realisasi Tahun 2010 
mengalami beberapa perubahan dari rencana awal.    Pada tahun 
2011 pemerintah menetapkan DRPLN-JM Tahun 2011-2014  sebesar 
USD 6,557.360 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

23. Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum Komponen Utama. 
Sesuai dengan Keppres nomor 35 Tahun 2011, pemerintah menyusun 
kerangka kebutuhan tambahan pendanaan paling banyak Rp 57,00 T, 
meliputi:    
a. Tahun 2010.   Realisasi sebesar Rp 7,00 T. 
b. Tahun 2011. Direncanakan sebesar Rp 11,00 T, realisasi sebesar  Rp 

4,00 T, terdiri atas  Rp 2,00 T (DIPA)  dan  Rp 2,00 T (APBN-P), 
dengan shopping list. 

c. Tahun 2012. Direncanakan sebesar  Rp 12,00 T, realisasi sebesar Rp 
6,00 T.  

-
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KEMHAN 7.969,78 4.418,93 19.710,10 22.480,89 26.097,60

MABES TNI 10.748,15 6.133,03 6.710,01 6.075,53 12.545,87

TNI AD 21.483,02 27.562,58 30.127,97 33.290,87 66.116,74

TNI AL 7.121,97 11.444,93 9.405,73 10.152,62 34.155,06 

TNI AU 5.029,35 8.632,65 8.066,86 9.963,65 32.625,66 

JUMLAH 52.352,27 58.192,12 74.106,46 81.963,56 173.989,32 

2010 2011 2012 2013 2014
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d. Tahun 2013. Direncanakan sebesar Rp 13,00 T, realisasi sebesar Rp 
4,20 T.  

e. Tahun 2014. Direncanakan sebesar Rp 14,00 T.   Realisasi sampai 
dengan akhir tahun 2013 sebesar ± Rp 21,20 T, sehingga sampai 
tahun 2014 masih diperlukan penambahan anggaran/pendanaan 
sebesar ± Rp 35,80 T. 

24. Revitalisasi Industri Pertahanan.  

a. Beberapa ketentuan tentang revitalisasi yang telah ada sebagai   
berikut : 

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 
Pertahanan. 

2) Peraturan Presiden  Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite 
Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).   

3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Master plan Revitalisasi Industri Pertahanan.  

4) Instruksi Menteri Pertahanan Nomor: Ins/01/M/VI/2011 
tanggal 21 Juni 2011 tentang Program Pengembangan 
Teknologi Industri Pertahanan. 

5) Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) 
antara Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN dan Panglima 
TNI dan Kapolri, dengan Nomor MoU: MoU/02/M/XII/2009, 
Nomor: MoU-18/MBU/2009, Nomor: KERMA/24/XII/2009, 
Nomor: B/42/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang 
Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri Tahun 2010-
2014. 

b. Untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan, Kemhan dan TNI 
menyelenggarakan program Pengembangan Teknologi Industri 
Pertahanan, dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp 7,10 T terdiri 
atas PDN  Rp 4,00 T dan  RM Rp 3,10 T (sebagaimana tercantum 
dalam Sublampiran G dan H merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini), meliputi :    
a) PDN  

(1) Tahun 2010. Rencana kebutuhan sebesar Rp 800,00 miliar 
realisasi sebesar Rp 356,14 miliar sisa sebesar    Rp 443,86 
miliar diluncurkan pada tahun 2011. 

(2) Tahun 2011. Rencana kebutuhan sebesar Rp 800,00 miliar 
mendapat luncuran sebesar Rp 443,86 miliar sehingga 
alokasi menjadi sebesar Rp 1.243,86 miliar,  realisasi  
sebesar   Rp 554,00  miliar,  sisa  sebesar       Rp 689,86 
miliar diluncurkan pada tahun 2012. 
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(3) Tahun 2012. Rencana kebutuhan sebesar Rp 800,00 miliar 
mendapat luncuran sebesar Rp 689,86 miliar sehingga 
alokasi menjadi sebesar Rp 1.489,86 miliar,  realisasi  
sebesar  Rp 1.072,86  miliar,  sisa  sebesar     Rp 417,00 
miliar diluncurkan pada tahun 2013. 

(4) Tahun 2013. Rencana kebutuhan sebesar Rp 600,00 miliar 
mendapat luncuran sebesar Rp 417,00 miliar sehingga 
alokasi menjadi sebesar Rp 1.017,00 miliar,  realisasi 
dalam proses. 

(5) Tahun 2014.  Rencana alokasi pembiayaan PDN sebesar Rp 
1.000,00 miliar.  

Realisasi (sampai dengan akhir tahun 2012, alokasi anggaran 
tahun 2013 dan rencana tahun 2014)  sebesar ± Rp 3.779,00 
miliar.  

b) Rupiah Murni (RM) 

(1) Tahun 2010  nihil. 

(2) Tahun 2011. Rencana kebutuhan sebesar Rp 700,00 
miliar, realisasi sebesar  Rp 700,00 miliar. 

(3) Tahun 2012. Rencana kebutuhan sebesar  Rp 800,00 
miliar, realisasi sebesar Rp 800,00 miliar.  

(4) Tahun 2013. Rencana kebutuhan sebesar Rp 800,00 
miliar, alokasi anggaran sebesar Rp 800,00 miliar.  

(5) Tahun 2014. Rencana kebutuhan sebesar Rp 800,00 
miliar.  

Realisasi (sampai dengan akhir tahun 2012, alokasi anggaran 
tahun 2013 dan rencana tahun 2014)  sebesar Rp 3.220,00 
miliar.  

25. Wilayah Perbatasan. Pengelolaan wilayah perbatasan darat dan pulau kecil 
terdepan/terluar diselenggarakan secara terpadu dengan K/L terkait dan 
pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan tingkat keamanan yang 
tangguh untuk mendukung pembangunan kesejahteraan di wilayah 
perbatasan negara.  Sasaran pembangunan diarahkan untuk menambah 
dan memperkuat pembangunan pos pertahanan wilayah darat dan pos 
pertahanan di pulau terdepan/terluar, beserta penggelaran prajurit 
maupun melaksanakan survei dan pemetaan.   Disamping itu, ditunjang 
dengan penyaluran tunjangan khusus kepada prajurit yang bertugas di 
wilayah perbatasan, serta pembangunan Sarana pendukung dan Sarana 
prasarana di pulau terdepan/terluar:   

a. Anggaran pembangunan pos pertahanan di wilayah darat dan pos 
pertahanan di pulau terdepan/terluar serta survei dan pemetaan 
tahun 2010-2014 sebesar Rp 3.119,04 miliar, sebagaimana 
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tercantum dalam Sublampiran I merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

b. Rencana pembangunan pos pertahanan baru di wilayah perbatasan 
darat sebanyak 96 unit dan  pulau terdepan (terluar) sebanyak 11 
unit serta memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan 
(terluar).  

c. Realisasi sampai akhir tahun 2013 terbangun 42 pos darat, posal 16 
dan 1 surta, dan rencana tahun 2014 membangun 37 pos darat 
terdiri atas:  

1) Tahun 2010 sebanyak 11 pos terdiri 10 pos darat  di wilayah 
Kodam XII/TPR, Kodam XVII/Cen dan 1 posal di wilayah 
Lantamal I Belawan. 

2) Tahun 2011 sebanyak 2 pos terdiri 2 pos darat di wilayah 
Kodam XII/TPR,  Kodam XVII/Cen.  

3) Tahun 2012 sebanyak 17 pos  darat di wilayah Kodam 
VI/MLW, Kodam XII/TPR dan Kodam XVII/Cen dan 1 Surta 
udara. 

4) Tahun 2013 sebanyak 12 pos terdiri 6 pos darat di wilayah 
Kodam XII/TPR, Kodam XVII/Cen dan 6 posal di wilayah 
Lantamal IV/Tanjung Pinang, Lantamal V/Surabaya. 

5) Tahun 2014 rencana pembangunan sebanyak 37 pos  di 
wilayah Kodam VI/MLW, Kodam XII/TPR dan Kodam 
XVII/Cen. 

d. Tunjangan khusus perbatasan diberikan  berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi 
Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas dalam Operasi 
Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah 
Perbatasan. Rencana dan Realisasi kebutuhan tunjangan khusus 
perbatasan dan pulau kecil terluar sebagaimana tercantum dalam 
Sublampiran J merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

e. Tunjangan Kinerja.   Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 dan 
74 tahun 2011 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI 
dan Kemhan, penyaluran tunjangan kinerja dimulai TMT Juli 2010, 
seperti tercantum pada Sublampiran K merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   

f. Indonesian Peace and Security Center (IPSC).  
Penyiapan SDM pertahanan dalam rangka ikut serta dalam 
perdamaian dunia di bawah naungan PBB di bangun sarana dan 
prasarana pendidikan dan latihan sesuai dengan standard oprating 
procedure (SOP) bertaraf internasional. Pembangunannya dilakukan 
secara terpadu meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian  
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(PMPP/peace keeping center),  Stand by Force (SBF), fasilitas latihan 
untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), National Language 
Center, Universitas Pertahanan, Pusat Bahasa dan Komite Olahraga 
Militer (Komi). 

g. Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor: 
KEP/012/VIII/1988 tentang Komando Daerah Militer sebagai 
penyelenggara tugas dan fungsi Dephankam di Daerah beserta 
aspek-aspek terkait, melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
11 Tahun 2012 melahirkan Desk Pengendali Pusat Kantor 
Pertahanan (Desk PPKP). Pembentukannya berdasarkan Keputusan 
Menteri Pertahanan Nomor: KEP/216/M/III/2012 tentang Desk 
Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Menteri pertahanan Nomor: 
KEP/342/M/IV/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 
Pertahanan Nomor: KEP/216/M/III/2012 tentang Desk Pengendali 
Pusat Kantor Pertahanan. Desk PPKP dibentuk dalam rangka 
merevitalisasi manajemen pertahanan di daerah untuk bersinergi 
dengan pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan seluruh 
sumber daya yang ada di daerah guna pembangunan pertahanan 
negara secara komprehensif. 

Untuk menjembatani penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam 
konteks manajemen Hanneg yang disiapkan sejak dini melalui 
pembangunan, pembinaan dan penggunaan sumber daya nasional 
yang ada di daerah.  dalam pelaksanaan di daerah dibagi tiga Korwil 
(Korwil I dua belas propinsi, Korwil II sebelas propinsi dan Korwil III 
sepuluh propinsi)  Sesuai Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: 
Kep/012/ VIII/1988  tanggal 31 Agustus 1988 tentang penetapan 
Kodam sebagai PTF Dephankam di daerah dengan dibantu oleh 
unsur-unsur ABRI lain di daerah. dan dilanjutkan melalui Skep 
Menhankam Nomor: Skep/1357/VIII/1988 tanggal 31 Agustus 1988 
tentang pokok-pokok mekanisme pelaksanaan program dan 
anggaran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi 
Dephankam di Daerah. 

h. Unhan. 

Organisasi Tata dan Kerja Unhan telah diatur dengan Permendikbud 
No.45 Tahun 2012, di tahun 2013 akan terus dievaluasi bahkan 
akan dirancang naskah akademik untuk RPP Unhan dan apabila 
perlu pengusulan pasal tersendiri dalam UU Dikti seperti halnya 
UIN.    Hal itu dilakukan karena kekhususan dan kekhasan sebagai 
perguruan tinggi pengemban mandat pertahanan negara.   Status 
Unhan di tahun 2013 akan diimplementasikan sehingga organisasi 
dan mekanismenya dapat berjalan secara mapan. 

Perlu revisi nomenklatur dan  termonologi program dan kegiatan 
Kemhan dan TNI dalam rangka penambahan satu program dan 
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kegiatan  UO Kemhan pada program dan kegiatan pendidikan tinggi 
pertahanan (Unhan). 

i. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B).  
Berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 65 tahun 2011 tentang 
percepatan pembangunan provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, 
Kemhan dan TNI mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk 
memberikan kuota bagi putra/putri asli Papua dan Papua Barat 
untuk menjadi prajurit TNI (Akademi TNI, Bintara, Tamtama).  
Dalam menyelenggarakan agenda P4B, Menteri Pertahanan 
mengeluarkan peraturan menteri berkenaan dengan regulasi 
penyediaan prajurit TNI putra/putri Papua;   Panglima TNI dan  
Kepala  Staf  Angkatan  menyusun  dokumen  Renstra sebesar Rp 
37,96 miliar (tahun  2013  Rp 20,26 miliar  dan  tahun 2014 Rp 
17,71 miliar) seperti tercantum pada Sublampiran L merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

BAB VII 

TAHAPAN PEMBANGUNAN  

 

26. Tahun 2010. 

a. Rancangan/usulan.  

1) Terminologi/nomenklatur struktur program dan kegiatan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran, terdiri 
atas 12 Program dan 7 Kegiatan.  

2) Angka dasar (baseline) anggaran (resource envelope) Hanneg 
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010  tentang  Renstra  Hanneg   
Tahun 2010-2014,  sebesar Rp 42.310,14 miliar. 

b. Dukungan Anggaran. 

1) Sesuai Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Ka Bappenas dan 
Menkeu Nomor: 0080/M.PPN/04/2009 dan Nomor SE-
1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif 
dan Rancangan Awal RKP Tahun 2010 Dephan dan TNI 
ditetapkan sebesar Rp 36.488,68 miliar 

2) Sesuai Surat Edaran Menkeu Nomor: SE-1927/MK.02/2009 
tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara K/L Tahun 2010 
Dephan dan TNI ditetapkan sebesar Rp 40.688,68 miliar 

3) Sesuai Surat Edaran Menkeu Nomor: SE-2679/MK.02/2009 
tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif K/L Tahun 
2010  Dephan  dan  TNI  ditetapkan  sebesar  Rp 42.310,14 
miliar 
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4) Rincian menurut Unit Organisasi dan Program sebesar                       
Rp 52.352,25 miliar. 

a) Penerapan Kepemerintahan yang Baik Rp 25.071,90 miliar 

(1) UO Kemhan Rp      842,89 miliar 

(2) UO Mabes TNI Rp      823,00 miliar 

(3) UO TNI AD Rp 17.647,93 miliar 

(4) UO TNI AL Rp   3.837,67 miliar 

(5) UO TNI AU Rp   1.920,41 miliar 

b) Pengembangan Pertahanan Integratif Rp   8.605,92 M 

c) Pengembangan Matra Darat Rp   3.775,02 M 

d) Pengembangan Matra Laut Rp   3.209,39 M 

e) Pengembangan Matra Udara Rp   3.101,97 M 

f) Gak Kedaulatan & Keutuhan Wil NKRI  Rp   1.320,43 M 

(1) UO Mabes TNI Rp   1.257,10 M 

(2) UO TNI AD Rp        26,28 M 

(3) UO TNI AL Rp        36,68 M 

(4) UO TNI AU Rp          0,37 M 

g) Pembangunan Bela Negara Rp       46,36 M 

h) Pengembangan Sistem & Strategi Han Rp     447,20 M 

i) Pengembangan Industri Pertahanan Rp  6.570,48 M 

j) Kerjasama Militer Internasional Rp     115,27 M 

(1) UO Mabes TNI Rp        73,36 M 

(2) UO TNI AD Rp        14,94 M 

(3) UO TNI AL Rp        21,17 M 

(4) UO TNI AU Rp          5,80 M 

k) Litbang Pertahanan   Rp     24,35 M 

(1) UO Kemhan Rp          9,16 M 

(2) UO Mabes TNI Rp          1,56 M 

(3) UO TNI AD Rp          8,15 M 

(4) UO TNI AL Rp          4,90 M 

(5) UO TNI AU Rp          0,58 M 

l) Operasi Bhakti TNI Rp     28,17 M 

(1) UO Mabes TNI Rp          5,10 M 

(2) UO TNI AD Rp        14,67 M 
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(3) UO TNI AL Rp          8,19 M 

(4) UO TNI AU Rp          0,21 M 

m) Pendidikan Tinggi (Unhan) Rp    35,80 M 

n) MEF Komponen utama.     Dalam alokasi anggaran 
pertahanan negara tahun 2010 diantaranya termasuk 
percepatan  pemenuhan   Alutsista   MEF  sebesar         Rp 
7.021.055.477.000,- terdiri atas: 

(1) Kemhan  Rp 3.160.741.058.000,-  

(2) Mabes TNI Rp    605.427.481.000,-          

(3) TNI AD  Rp    964.516.237.000,- 

(4) TNI AL  Rp 1.142.158.066.000,- 

(5) TNI AU  Rp 1.148.212.635.000,- 

c. Subkegiatan yang menonjol diantaranya: 

1) Pembangunan PMPP diawali pengadaan lahan di Sentul Bogor. 

2) Pengesahan Permenhan 02 Tahun 2010 tentang MEF 
komponen utama. 

3) Pengadaan Alutsista/Sarpras diantaranya:  
a) Mabes TNI: 4.626  senjata berbagai jenis, 16.045 MKK, 

24.030 MKB, 18.074 Musus, 1.019 Aloptik, 554 
Alkomlek.  

 b) TNI AD: 13.747 senjata berbagai jenis, 8 Ranpur,  59 
Ranmor, 225 Alang air, 152 Matzi, 2.360 Aloptik, 150 
Alhub dll.   

c) TNI AL: 1 Kapal tunda, 913 senjata berbagai jenis dan 
122 Ranmor.  

d) TNI AU: 714 senjata berbagai jenis, 14.100 munisi 
berbagai jenis, 505 Alkambang, 21 avionic berbagai tipe, 
358 Komalbanav. 

4) MoU tanggal 15 Juli  2010 antara Kementerian Pertahanan RI 
dengan Kementerian Pertahanan (MND = Ministry of National 
Defense) Korea Selatan tentang kerja sama pembangunan 
pesawat tempur KF-X/IF-X.   

5) Belanja pertahanan negara menjadi  Rp 52.352,27 M karena 
mendapatkan penambahan sebesar Rp 10.042,12 M  dengan 
rincian: 

a) Penambahan dari BA 999 sebesar Rp 9.453,29 M 
meliputi: belanja pegawai dan belanja lain-lain  meliputi: 

(1)  Tunjangan kinerja sebesar Rp Rp 3.529,15 M. 

(2)  Belanja lain-lain sebesar Rp 5.924,14 M, untuk:  
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(a) Pengadaan Alutsista TNI Rp     173,67 M      

(b) Pengadaan Alkes Rp       20,00 M 

(c) Pelunasan BMP  Rp  5.484,41 M 

(d) Pengiriman pasukan TNI    

 ke Haiti  Rp       63,82 M 

(e) Pengadaan Matsus Paspampres  

 dan Kopassus Rp     172,50 M 

(f) Sail Banda Rp         9,74 M 

b) Penambahan dari BA 012 sebesar Rp 588,83 miliar,   
untuk: 

(1) Tunjangan Operasi Pamtas dan  

 Pulau kecil terluar sebesar Rp     152,98 M 

(2) Pengadaan Alutsista TNI  Rp     435,85 M 

c) Data penyaluran APBN-P sebesar Rp 435,85 miliar 
beserta rincian penggunaannya sebagaimana tercantum 
dalam Sublampiran N yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   

d. PHLN/KE tahun 2010 belum ditetapkan oleh Menkeu/Men PPN/Ka 
Bappenas. 

27. Tahun 2011.  

a. Rencana/usulan 

1) Mulai tahun 2011 dan seterusnya, terminologi/nomenklatur 
struktur program dan kegiatan berpedoman kepada hasil 
restrukturisasi program, kegiatan dan anggaran yang 
menggunakan kaidah penganggaran berbasis kinerja, 
kerangka pengeluaran jangka menengah serta anggaran 
terpadu. 

2) Angka dasar (baseline) anggaran (resource envelope) Hanneg 
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010  tentang  Renstra  Hanneg   
Tahun 2010-2014,  sebesar Rp 44.883,00 miliar. 

b. Dukungan Anggaran 

1) Sesuai Surat Edaran Menkeu PPN/Ka Bappenas Nomor: 
0181/M.PPN/04/2010 dan SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 
2010  tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun  
2011 Kemhan dan TNI ditetapkan sebesar Rp 44.908,50 miliar. 

2) Sesuai Surat Edaran Menkeu Nomor: SE-294/MK.02/2010 
tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara K/L Tahun 
2011 Kemhan dan TNI ditetapkan sebesar Rp 45.068,50 miliar. 
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3) Sesuai Surat Edaran Menkeu Nomor: SE-676/MK.02/2010 
tanggal 3 Nopember 2010 tentang Pagu Definitif K/L Tahun 
2011 Kemhan dan TNI ditetapkan sebesar Rp 47.498,50 miliar. 

4) Sesuai Dengan keluarnya Anggaran Belanja Kementerian 
Negara/Lembaga dalam APBN-P tahun 2011 ditetapkan 
sebesar Rp 58.192,13 miliar.  

c. Subkegiatan yang menonjol diantaranya: 
1) Legislasi dan regulasi. 

a) Ditetapkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2011 
tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 
tahun 2007 tentang Santunan dan tunjangan cacad 
prajurit TNI. 

b) Pengambilalihan aktivitas bisnis TNI sesuai UU nomor 34 
tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 2 terkait jati diri TNI 
yang tidak berbisnis. 

c) Perumusan produk kebijakan strategis dan Strategic 
Defence Review (SDR) tahun 2011 yang difokuskan pada 
6 kebijakan (pembentukan desk pengendali pusat kantor 
pertahanan, penguatan trimatra terpadu, penyelarasan 
MEF, misi pemeliharaan perdamaian, pemberdayaan 
wilayah pertahanan dan sistem informasi pertahanan 
negara). 

2) Pembangunan Misi Pusat Perdamaian (PMPP) di Sentul Bogor. 
Rencana awal pembangunan PMPP peace keeping center dan  
Stand by Force (SBF) dikembangkan dengan penambahan 
fasilitas latihan untuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) dan National Language Center.  

3) Pengadaan tanah Yonkes Kostrad di Malang. 
4) Penandatangan MoU tanggal 22 Maret 2011 antara 

Kementerian Pertahanan RI dan Badan Urusan Ilmu 
Pengetahuan Teknologi dan Industri untuk Pertahanan 
Nasional (SASTIND = State Administration for Science, 
Technology and Industry for  National Defence) Republik Rakyat 
China tentang kerja sama industri pertahanan, pengembangan 
dan produksi sistem senjata pertahanan anti kapal perang.  

5) Penandatangan MoU tanggal 27 Juni 2011 antara Kementerian 
Pertahanan RI dengan PT DI tentang kerja sama 
pengembangan industri roket nasional RHan-122.    

6) Percepatan pemenuhan MEF dengan pengadaan Alutsista/ 
Sarpras diantaranya:  
a) Mabes TNI: Senjata dan munisi berbagai jenis, Alkom, 

Alpalsus, 1 NASSuFS (Naval Air Surface Subsurface), 5 
Sea rider, 1 CUVSS (Colour Under Vehicle Surveilance 
System). 
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b) TNI AD: 16 APS, 1 Jembatan Taktis Medium Girder 
Bridge (MGB), 18  Ranrik Meriam 105, 9 Ran munisi (5 
ton), 2 Heli Serbu Bell-412, 2 Heli Serbu Bell-412DP1.  

c) TNI AL: 2 Kapal tunda, 4 Landing Craft Utility (LCU), 8 
LCVP (Landing Craft Vehicle Personel, 1 Kapal Bantu Cair 
Minyak (BCM), 1 Kapal Markas (MA), 1 Heli Angkut Bell-
412, 2 Heli Angkut Bell-412 Tahap 2. 

d) TNI AU: 2 B-737 (ex PT GIA), Heli NAS-332 (diperkirakan 
masuk kekuatan 2013), 6 Engine Hawk 100/200, 4 
Sucad AWP C-130/HS. 

d. Totalitas  anggaran  pertahanan  negara  Tahun  2011  sebesar   Rp 
58.192,13 M dengan rincian:    

1) Pagu definitif anggaran pertahanan negara Tahun 2011sebesar 
Rp 47.498,50 M (sesuai SE Menkeu Nomor: 676/MK.02/2010 
tanggal 3 November 2010 tentang Pagu definitif K/L Tahun 
2011).  

2) Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2011 
(Surat  Edaran Menkeu nomor SE 442/MK 02/2011 tanggal 8 
Agustus 2011) menjadi sebesar Rp 50.033,87 M,   dengan 
penambahan peruntukan: 

a) Percepatan Pemenuhan MEF sebesar  Rp 2.000,00 M 

b) Alat kesehatan sebesar   Rp      50,00 M 

c) Luncuran PDN sebesar  Rp    443,86 M 

d) Alkes kapal AL sebesar  Rp      41,51 M 

3) Pembangunan sarana prasarana PMPP  didukung  sebesar Rp 
282,93 M (sesuai SE Menkeu Nomor:676/MK.02/2010 tanggal 
3 November 2010)  

4) Tunjangan kinerja dan Tunkin ke 13 sebesar Rp 7.789,13 M 

5) MEF Komponen utama.     Dalam alokasi anggaran pertahanan 
negara tahun 2011 diantaranya termasuk percepatan   
pemenuhan    Alutsista     MEF   sebesar         Rp 
4.000.000.000.000,- terdiri atas: 

(1) Kemhan  Rp      98.700.000.000,-  

(2) Mabes TNI Rp    288.520.575.695,-   

(3) TNI AD  Rp 1.232.383.933.505,- 

(4) TNI AL  Rp 1.287.143.490.800,- 

(5) TNI AU  Rp 1.093.252.000.000,- 
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e. PHLN/KE tahun 2011  

1) Berdasarkan Surat Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor: 
R/0254/M.PPN/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal 
Daftar Rencana Pinjaman Luar negeri Jangka menengah 
(DRPLN-JM (blue book) tahun 2001-2014 khusus untuk  
Kementerian Pertahanan sebesar USD 6.557.360.000,-. 

2) Berdasarkan Surat Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor: 
R/0264/M.PPN/11/2011 tanggal 8 Nopember 2011 perihal 
Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) 
Tahun 2011 khusus untuk  Kementerian Pertahanan sebesar 
USD 2.317.694.000,-.  

28. Tahun 2012.  
a. Rencana/usulan 

1) Angka dasar (baseline) anggaran (resource envelope) Hanneg 
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010  tentang  Renstra  Hanneg 
Tahun 2010-2014, sebesar Rp 55.469,58 miliar. 

2) Surat Menteri Pertahanan Nomor: R/56/II/2011 Tanggal 28 
Pebruari 2011 tentang Rancangan Awal Pembangunan  
Pertahanan   Negara   Tahun   2012  ditetapkan  sebesar    Rp 
68.894,95 miliar. 

3) Surat Menteri Pertahanan Nomor: R/91/III/2011 tanggal 16 
Maret 2011 tentang Revisi Rancangan Awal Pembangunan 
Pertahanan  Negara  dan  Pengajuan  New  Initiatives          Rp 
80.994,62 miliar. 

4) Surat Dirjen Renhan Kemhan Nomor: R/34/II/2011 tanggal 28 
Maret 2011 tentang Revisi-2 Rancangan Awal Pembangunan  
Pertahanan  Negara  dan  New Initiatives sebesar Rp 81.445,04 
miliar. 

b. Dukungan Anggaran 
1) Sesuai Surat Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor: 

0091/M.PPN/03/2011, SE-189.1/MK.02/2011 tanggal 31 
Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 
Tahun   2012    Kemhan   dan   TNI   ditetapkan   sebesar  Rp 
61.511,72 miliar. 

2) Sesuai Keputusan Menkeu Nomor: 215/KMK.02/2011 tanggal 
tanggal 30 Juni  2011  tentang  Pagu  anggaran K/L Tahun 
2012  Kemhan dan TNI ditetapkan sebesar              Rp 
64.437,00 miliar. 

3) Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 01/KM.02/2011 tanggal 1 November 2011 tentang 
Alokasi Anggaran K/L  Tahun  2012  Kemhan  dan  TNI  
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ditetapkan sebesar Rp 72.538,51 miliar,  adanya  efisiensi  
anggaran  sebesar Rp 329,47 miliar.  

4) Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-381/MK.02/2012 
tanggal 28 Mei 2012 tentang Anggaran Belanja Kementerian 
Negara/Lembaga  dalam  APBN-P  tahun  2012, mendapat 
perubahan alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp 396,97 M 
sehingga alokasi anggaran menjadi Rp 72.935,48 miliar. 

5) Disamping itu pada RKA-K/L perubahan TA. 2012 sampai 
dengan bulan November 2012 terdapat luncuran anggaran TA. 
2011  dan  realokasi  belanja  dari  BA  999.08 sebesar Rp 
1.085,26 miliar, sehingga alokasi anggaran dalam RKA-
K/L/DIPA Kemhan dan TNI posisi bulan Desember 2012 
sebesar Rp 74.106,44 miliar. 

6) MEF Komponen utama. Dalam alokasi anggaran pertahanan 
negara tahun 2012 diantaranya termasuk percepatan   
pemenuhan Alutsista MEF sebesar Rp 6.000.000.000.000,- 
terdiri atas: 

(1) Kemhan  Rp 2.316.857.700.000,-  

(2) Mabes TNI  Rp    152.481.674.000,-  

(3) TNI AD  Rp 1.528.360.626.000,- 

(4) TNI AL  Rp    242.300.000.000,- 

(5) TNI AU  Rp 1.760.000.000.000,- 

c. Subkegiatan yang menonjol diantaranya:  

1) Legislasi dan regulasi.    

a) Disahkannya UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran 
RI dan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri 
Pertahanan. 

b) RUU Kamnas masih dalam pembahasan oleh DPR RI, 
sedangkan RUU Komcad diagendakan akan dibahas 
pada tahun 2013 dan RUU Rahasia Negara masih dalam 
tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. 

c) Penetapan Kepmenhan nomor 216 tahun 2011 tentang 
Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP). 

d) Pengajuan revisi Perpres nomor 10 tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi TNI, sampai tingkat Pantarkem. 

e) Penetapan Keputusan Panglima TNI Nomor: 
Kep/474/VII/2012 tanggal 25 Juli 2011 tentang Doktrin 
TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK). 

2) Kebijakan Trimatra Terpadu. Pengintegrasian kekuatan 
komponen pertahanan negara di daerah secara optimal melalui 
perwujudan keterpaduan doktrin, perencanaan, operasional, 
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pendidikan dan latihan, penyelenggaraaan dukungan logistik 
dan penggelaran serta interoperabilitas Alutsista TNI dalam 
merespon ancaman. 

3) Revitalisasi Industri Pertahanan. Memperkuat kinerja KKIP 
dalam rangka peningkatan daya saing dan kapasitas produksi 
industri pertahanan, mewujudkan keserasian pengadan 
Alutsista dari luar negeri melalui program ToT dan joint 
production dalam pengadaan dan pengembangan Alutsista 
TNI. 

4) Kerjasama pertahanan.   Membangun CBM melalui kerjasama 
pertahanan meliputi diplomasi pertahanan  dengan prioritas 
negara ASEAN, dan negara major power yang berpengaruh. 
Disamping itu melanjutkan pembangunan Indonesia Peace and 
Security Center (IPSC) secara terintegratif dan 
berkesinambungan.      

5) Pembangunan MEF. Skala prioritas pemenuhan Alutsista TNI 
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mobilitas TNI, 
PPRC, SBF dan PRCPB. 

6) Kesejahteraan.      

a) Peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan gaji pokok 
TNI dan PNS, gaji ke 13, Tunkin ke 13, ULP dan uang 
makan PNS, pemberian operasi keamanan bagi prajurit 
TNI yang bertugas di wilayah pulau terluar dan wilayah 
perbatasan. 

b) Pemenuhan Alkes dalam rangka meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan bagi prajurit dan PNS serta 
keluarnya, dan akan diberlakukannya Badan Pengelola 
Jaminan Sosial (BPJS). 

c) Peningkatan pembinaan personel tugas belanjar di luar 
negeri. 

7) Pengadaan Alutsista/ Sarpras diantaranya:  

a) Mabes TNI:  

(1) Melaksanakan Pangadaan Alutsista yang didukung 
dari Rupiah Murni disalurkan meliputi pengadaan 
MKB berbagai jenis sebanyak 13.182 butir (85%), 
pengadaan material khusus meliputi CUVSS 1 unit 
(100%), MSS 1 unit (100%), ATNP 1 unit (100%) 
Sea Rider 13 unit (100%), SSFS (Subsurveilance 
Firing Syatem) 1 set (100%), AFS (Air Firing System) 
1 set (100%), CBRN Paspampers 1 set (85%), NVG 
(Night Vision Goggle) 30 unit (85%), GPS 89 unit 
(100%), SSCA 5 unit (100%) dn combat Boat 12 
unit (100%). 
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(2) Pengadaan Alutsista yang didukung PDN meliputi 
senjata 3.852 pucuk (200%). MKK 18.160.030 
butir (20%), MKB 26.512 butir (20%), Musus 
sebanyak 66.673 butir (20%) dan payung udara 
orang 812 unit (50%). 

(3) Pengadan Alutsista yang didukung dari anggaran 
Bangtekindhan meliputi senjata 1.000 pucuk 
(20%), MKK 4.394.862 butir (20%), MKB 2.730 
butir (20%), Musus 95.751 butir (20%), motor roket 
FFAL 2,75” 12.369 unit (20%), warhead roket FFAR 
2,75”1.507 unit (20%), helm anti peluru level III 
3.676 unit (100%), sea rider 5 unit (0%), rompi anti 
peluru level III 421 unit (100%), penjernih air 2.000 
liter/jam 5 unit (100%), payung udara orang (PUO) 
259 unit (100%) dan Bom P-100 12.484 unit 
(100%). 

(4) Pengadaan Alutsista yang didukung dari anggaran 
LHLN/KE berupa rantis 2,5 T 4x4 665 unit (15%) 
dan kendaraan angkut Munisi 5 T 300 unit (20%).  

b) TNI AD:  

(1) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui Rupiah 
Murni disalurkan meliputi: panser APS-2 (6X6) 
:Pindad 31 unit (60%), Rantis pendobrak 2 unit 
(60%), Heli latih dasar 2 unit (60%), Heli serbu 2 
unit (100%), senjata ATGM 3 paket (60%), 
Jatri/jatpok 1 paket (60%), Alsus Jihandak 19 
paket (100%), Alsus Nubika 2 paket (100%), 
jembatan standar militer 1 paket (60%), simulator 
tank multi Ranpur 1 paket (90%), 
peningkatan/Bang simulator Bell-412 1 paket 
(60%), relife RBS 1 paket (55%), MKK 22.468.169 
butir (60%), MKB 3.207 butir (60%), Musus 2.876 
butir (60%). 

(2) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui 
sumber dana PDN berupa Jatri dan Jatpok 798 
pucuk (60%), MKK 4.162.149 butir (60%), MKB 
4.715 butir (60%), Ranpur 15 Unit (45%), helm anti 
peluru 1.000 buah (100%). 

(3) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui 
sumber dana Bangtekindhan berupa APS 
Pindad/Panser Anoa 30  unit (60%), senjata SS 
2.849 pucuk (60%), MKK 17.860.837 butir (60%) 
dan retrofit AMX-13 10 unit (45%). 
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(4) Sumber dana PHLN/KE. Melaksanakan pengadaan 
Alutsista melalui KE meliputi: Heli serbu Bel-412 
beserta persenjataan dan munisi 16 unit (proses 
Aktifikasi Kontrak), Heli serang 12 unit (Finalisasi 
draft kontrak), Tank/MBT 157 unit (Tank leopard 
RI 61 unit, Tank leopard 2A4’ 42 unit. IFV marder 
42 unit, tank support 10 unit, transporter 2 unit) 
(proses aktiasi kontrak), meriam 155 mm caesar 37 
pucuk beserta perlengkapan Ranrik dan munisi 
(proses aktifasi kontrak), Roket MLRS astrot II 
beserta perlengkapan dan munisi 36 unit (proses 
aktifasi kontrak), Rudal Arhanud/Vshorad Mistral 
8 baterai (proses aktifasi kontrak) secara 
keseluruhan pencapaian masih 20%.  

c) TNI AL:  

(1) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui 
sumber dana rupiah murni disalurkan berupa 
Platform kapal patroli 43 m 2 unit (56%), platform 
KCR 60 m 3 unit (15%), kapal bantu  cair 1 unit 
(35%), KAL 28 m Alumunium 1 unit (95%) dan sea 
riddder 2 unit (100%), heli angkut sedang 2 unit 
(100%), bridge simulator 1 unit (70%). 

(2) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui 
rencana kebutuhan new initiatives berupa: battery 
kapal selam 1 unit (0%), meriam 30 mm 7 barrel 
dan munisi 2 paket (0%), meriam KAL 40 mm 1 
pucuk (0%), Multi launch Rocket System (MLRS) 
Kal 22 mm 2 balt (0%), SAM mica VLS 6 unit (0%), 
Torpedo Kasel Diesel Eletrik 1 paket (0%), Munisi 
rocket Multi Laras Kal 122 mm 1 paket (0%), Smart 
Mine 1 paket (0%), dan truk T 815-25 12 unit (0%). 

(3) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui 
sumber dana PDN berupa plarm KCR type 40 1 
unit (15%) dan Kapal angkut tank 3 unit (12%). 

(4) Melaksanakan pengadaan Alutsista melalui 
sumber dana PHLN berupa Kapal Perusak Kawal 
Rudal 2 unit (50%), Kapal Multi Light Fregate 
(MRLF) 3 unit (40%), Degaussing Korvet sebanyak 
1 unit tahap I (30%), Integrated Logistic Support 
Korvet Sigma Class 1 unit (0%), Kapal Selam Diesel 
Electrik 3 unit (50%), Kapal Bantu Hidro 
Oseanografi 2 unit (50%), Kapal Latih 1 unit (30%), 
CN-235 MPA 2 unit (0%) dan Heli AKS + Sucad 11 
unit (0%). Secara keseluruhan pencapaian masih 
29%. 
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d) TNI AU:  

(1) Melaksanakan pengadaan Alusista melalui sumber 
dana Rupiah Murni Disalurkan berupa FMS 
berupa 24 unit F-16 C/D Blok 25 EDA (30%).   
Compad 5 Pkt (70%), M2 QKB 7 Cum (45%), MPS 5 
Cuk (45%), Sniper AW 50 Cuk (45%) dan Senapan 
Serbu SS2 VI 330 Cuk (100%). 

(2) Melaksanakan pengadaan Alusista melalui sumber 
dana PDN berupa Senapan Serbu Kal 5,56 mm 775 
pucuk (100%).    Munisi Kaliber Besar 1 Pkt (90%), 
Kecil 1 Pkt (90%) dan Khusus 1 Pkt (90%). 

(3) Melaksanakan pengadaan Alusista melalui sumber 
dana Bangtekindhan berupa pesawat pengganti 
AS-202 dan T-34 C 6 unit Pesawat C 212-200 1 
unit (45%), Pesawat NAS-332 2 unit (70%). 

(4) Melaksanakan pengadaan Alusista melalui sumber 
dana PHLN/KE berupa Pesawat Pengganti MK 53 
16 unit (75%), Pesawat pengganti OV-10 8 unit 
(45%), SU-30 MK-2 6 unit (90%), Pesawat Transpor 
F-27 6 unit (45%), Helikopter Full Commbt SAR 
Mission beserta Dukungannya 6 unit (40%).    
Secara keseluruhan pencapaian masih 62,5%, 
super tucano sebanyak 4 unit, CN-295 sebanyak 2 
unit. 

d. Berdasarkan Surat Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor: 
0215/M.PPN/08/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Revisi Daftar 
Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) (Blue 
Book) khusus Kemhan/TNI Tahun 2011-2014 sebesar USD 6.556,76 
Juta. 

29. Tahun 2013.      

a. Rencana. 

1) Angka dasar (baseline) anggaran (resource envelope) Hanneg 
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010  tentang  Renstra  Hanneg   
Tahun 2010-2014,  sebesar Rp 64.292,37 miliar. 

2) Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/185/II/2012 tanggal 10 
Pebruari 2012 tentang Rancangan Awal Pembangunan 
Pertahanan Negara Tahun 2013 sebesar Rp 126.114,77 miliar. 

3) Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/264/II/2012 tanggal 28 
Pebruari 2012 tentang Revisi Rancangan Awal Pembangunan  
Pertahanan  Negara  Tahun  2013  sebesar Rp 126.654,96 
miliar. 
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b. Usulan Inisiatif baru yang direncanakan diantaranya: 

1) Surat Menhan Nomor: B/264/II/2012 tanggal 28 Pebruari 
2012 tentang Revisi Rancangan Awal Pembangunan 
Pertahanan Negara tahun 2013 khususnya inisiatif baru 
sebesar Rp 1.933,60 miliar terdiri atas: 

a) Rencana kebutuhan KF-X  Rp  1.063,70 M 

b) Pembangunan Kantor Pertahanan Rp       91,93 M 

c) Pembangunan Lanjutan PMPP Rp       98,88 M 

d) SBF      Rp     138,90 M 

e) Penggelaran Ops Gabungan  Rp       80,19 M 

g) Pengadaan Helikopter NAS-332 Rp     460,00 M  

2) Surat Menhan Nomor: B/767/18/02/I/DJREN tanggal 11 
Juni 2012 tentang usulan ke II inisiatif baru Kemhan/TNI TA 
2013 sebesar Rp 9.179,06 miliar terdiri atas:  
a) Anggaran On Top    Rp   4.212,24 M : 

(1) Daan Helikopter NAS-332C1 Rp      460,00 M 

(2) Penggelaran Latihan Gab Rp        80,19 M 

(3) Hibah Pswt C-130 H  Rp      440,00 M 

(4) Up grading  F-16   Rp     270,00 M 

(5) Pemb. Platform KCR 60 m Rp     169,78 M 

(6) Daan Heli Angkut Bell-412 Rp       88,93 M 

(7) Daan Bantu Cair Minyak Rp     107,50 M 

(8) Daan APS (Brigif mekanis) Rp     210,00 M 

(9) Perlengkap Sat Armed  Rp       63,67 M 

(10) Sarpras Duk Alutsista  Rp  2.322,17 M  
b) Luar On Top    Rp  4.966,82 M 

(1) Pemb. Sistem Pertahanan Rp     136,00 M 

(2) Tambahan Bel brg TNI AD Rp  1.348,33 M 

(3) Kekurangan gar Ops Pamrahwan 

 /Pamtas dan Pam P. Terluar Rp     405,39 M 

(4) Tuk Badan Pengelola PMPP Rp       68,67 M 

(5) Butgar Daan Randis TNI Rp     682,79 M 

(6) Tambahan Anggaran BMP Rp  2.325,64 M 
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3) Surat Menhan Nomor: B/912/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 
tentang Permohonan penyesuaian Pagu/Tambahan Dukungan 
Anggaran MEF dan inisiatif baru Tahun 2013 sebesar Rp 
17.002,78 miliar terdiri atas: 
a) UO Kemhan     Rp     620,72 M 

b) UO Mabes TNI    Rp     508,44 M 

c) UO TNI AD     Rp  9.164,50 M 

d) UO TNI AL     Rp  2.882,80 M 

e) UO TNI AU     Rp  3.826,32 M 

4) Surat Menhan Nomor: B/1082/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 
2012 tentang Revisi Permohonan penyesuaian 
Pagu/Tambahan Dukungan Anggaran MEF dan inisiatif baru 
Tahun 2013 sebesar Rp 18.322,95 miliar terdiri atas: 
a) UO Kemhan     Rp     672,24 M 

b) UO Mabes TNI    Rp  1.260,76 M 

c) UO TNI AD     Rp  9.283,92 M 

d) UO TNI AL     Rp  3.237,26 M 

e) UO TNI AU     Rp  3.869,77 M 

5) Surat Dirjen Renhan Kemhan Nomor: B/1345/09/23/5/Dj 
REN tanggal 8 Oktober 2012 tentang permohonan dukungan 
anggaran  Transfer of Tecnology (ToT) Rudal C-705 sebesar Rp 
329,00 miliar (USD 35 Juta). 

c. Dukungan Anggaran 

1) Sesuai Surat Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan 
Nomor: 0096/M.PPN/03/2012 dan S-214/MK.02 /2012 
tanggal 30 Maret 2012 tentang Pagu Indikatif  dan  Rancangan  
Awal  RKP Tahun 2013 ditetapkan sebesar      Rp 76.538,50 
miliar. 

2) Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor: 229/KMK.02/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Pagu 
Anggaran Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2013 Menteri  
Keuangan Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp 
77.727,56 miliar. 

3) Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-769/MK.02/2012 
tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penyampaian Kebijakan 
Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
TA 2013 ditetapkan sebesar Rp 81.963,56 miliar. 

4) MEF Komponen utama. Dalam alokasi anggaran pertahanan 
negara tahun 2013 diantaranya termasuk percepatan   
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pemenuhan Alutsista MEF sebesar Rp 4.396.294.294.000,- 
terdiri atas: 

a) Kemhan  Rp 1.198.880.000.000,-   

b) Mabes TNI  Rp    441.380.000.000,- 

c) TNI AD  Rp    - 

d) TNI AL  Rp    756.034.294.000,- 

e) TNI AU  Rp 2.000.000.000.000,- 

c. Subkegiatan yang menonjol diantaranya:  

1) Unhan mengfokuskan riset permasalahan perbatasan negara 
dan bela negara, akan diarahkan pada konten yang terkait 
dengan industri pertahanan, ekonomi pertahanan dan 
manajemen pertahanan. 

2) Alokasi on top tahun 2013 TNI AD sebesar Rp 1.760,00 miliar 
(pengadaan Heli Apache) dialihkan ke belanja barang dan 
modal. 

3) Alokasi MEF tahun 2013 TNI AU sebesar Rp 832,50 miliar 
dialihkan ke belanja Harwat pesawat. 

4) Rencana pengadaan Alutsista/non Alutsista diantaranya: 

a) Mabes TNI:   

 (1) Rupiah Murni: Senjata 45.623 pucuk, MKB 380.140 
butir, MKK 45.111.668 butir dan Panser Anoa 12 
unit. 

 (2)  Pinjaman Dalam Negeri: Senjata 3.650 pucuk, 
MKB 6.251 butir, MKK 8.638.640 butir, Helm Anti 
Peluru 1.800 buah, Rompi Anti Peluru 800 buah 
dan Payung Udara Orang 150 buah.  

 (3) Bangtekindhan: Senjata 1.400 pucuk, MKB 3.000 
butir, MKK 7.443.312 butir, Helm Anti Peluru 5.000 
buah, Rompi Anti Peluru 2.000 buah dan Payung 
Udara Orang 270 buah. 

 (4) PHLN/KE: Siskomsat 1 paket, Rantis 2,5 t 4x4 665 
unit dan kendaraan angkutan munisi 5 T 300 unit. 

b) TNI AD: 

(1) Rupiah Murni: Rehab Ranpur Tank AMX-13 STD = 
37 unit, Retrofitting Ranpur panser V-150 = 5 unit 
dan Simulator Multi Ranpur Tahap II = 1 Pkt,  
Sucad Helikopter Bell-412 = 1 Pkt, Helikopter 
Sikorsky S 300 C = 1 Pkt, Radio Nagavigasi 
Komunikasi Heli = 3 Pkt, pengadaan KMC RIB’S = 1 
unit, KMC komando = 7 unit, LCR Type “M” 29 unit 
Kapal Tug Boat = 1 unit dan Kapal LCU = i unit.  
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Senjata Pistol G2 Combat = 500 pck, Sig Sauer X5 
Tactical =177 pck, senapan HK MP-7 peredam = 100 
pck, HK 416 = 400 pck, SS2 V1 = 1.792 pck, SMS 
MAG 58 Kal 7,62 x 51 mm NATO  

 = 54 pck, SMB 50 M2 HB QCB = 50 pck, SPR 12,7 
mm = 30 pck, SO minimi Kal 7,62 mm = 54 pck, SO 
minimi Kal. 5,56 PARA = 81 pck ATGM =3 Pkt dan 
Alongins senjata = 1 Pkt, MKK = 22.829.761 butir, 
MKB = 44.270 butir dan Musus = 142.388 butir. 

 (2)  Pinjaman Dalam Negeri: Senjata SPR-2 Kal 12,7 
mm = 70 pck, MKK = 10.168.765 butir, Musus = 
3.550 butir Ranpur Panser APS-2 (6x6) AP = 9 unit, 
Panser APS-2 (4x4) Intai 5 unit dan Sucad Ranpur  
1 Pkt.  

 (3) Bangtekindhan: Ranpur APS  Pindad (Panser Anoa) 
38 unit dan Rantis Ambulance (4x4) = 45 unit. 

 (4) PHLN/KE: Heli dan senjata/munisi = 4 unit, Heli 
serbu senjata/munisi = 8 unit, ME Armed 155 mm = 
5 unit, Rudal Arhanud = 2 Rai, Sucad Helikopter 1 
Pkt dan Jembatan Standar Militer 1 Pkt serta 
Aljihandak 3 Pkt. 

c) TNI AL: 

(1) Rupiah Murni: Combat Boat (Passusla) 5 unit, 
Landing Craft Vehicle Personel (LCVP) 3 unit dan Sea 
Rider (Passusla) 5 unit, Platform Kapal Patroli 43 cm 
1 unit, Kal 28 m Aluminium 2 unit, Kapal Bantu 
Cair Minyak 1 unit, Platform KCR 60 M 1 unit, 
Platform KCR Trimaran 1 unit, Heli Angkut Bell 412 
= 2 unit dan Pesud latih 2 unit.  

(2)  Pinjaman Dalam Negeri: Platform KCR type-40 = 1 
unit dan Kapal Angkut Tank tahap III = 3 unit. 

 (3) Bangtekindhan: Kapal Patroli 28 m = 2 unit dan 
Combat Boat = 3 unit. 

 (4) PHLN/KE:   Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) tahap 
III = 2 unit, Sewaco KCR type-40 dan Trimaran 
tahap III (selesai), Sewaco KCR type Trimaran, 
pengadaan 3 unit Kapal Selam Tahap III, Overhaul 
KRI Cakra tahap III (Selesai), Pengadaan 2 unit 
Kapal Bantu Hidro Oceanografi (BHO) tahap III 
(selesai) dan AKS + Sucad tahap III = 11 unit Heli. 
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d TNI AU: 

(1) Rupiah Murni: New initiative:  PDM C-130 Aust 4 
unit, C 130 H eks RAAF 6 unit, Boeing 737 Garuda 
1 unit, Pesawat G 120 Grob 6 unit dan Pesawat 
Latih KT-1B 8 unit. 

 APBN: Boeing 737-500  = 1 unit. 

(2)  Pinjaman Dalam Negeri: Pesawat CN 235 MPA = 1 
unit, Pesawat NAS 332 = 1 unit, Upgrade Sim Hawk 
109/209 = 1 Pkt, MKK – MKB Musus = 1 Pkt, FTD 
737-400 = 1 unit, SSR Radar Thomson = 1 unit dan 
Bom BDU 33 Roket FFAR 2,75. 

 (3) PHLN/KE: Pesawat pengganti AS 202 = 18 unit, 
Pesawat pengganti MK-53 = 16 unit, Pesawat 
pengganti OV-10 = 8 unit, Pesawat SU-30 MK-2 = 6 
unit, Pesawat Transport F-27 = 6 unit, Heli SAR = 6 
unit, Simulator Sukhoi = 1 unit, Engine Sukhoi = 4 
unit, Modnavkom Sukhoi = 4 set, Rudal jarak 
sedang = 2 set, Bom OFAB = 1 Pkt, Bom MK-82 = 1 
paket, Radar GCI = 4 unit, Sepatial Disorientation 
Trainer = 1 unit dan PSU = 6 Battery. 

d. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2013 diarahkan untuk 
“Optimalisasi Kinerja Kementerian Pertahanan melalui Sinergitas 
Postur Pertahanan Militer dan Nirmiliter Dalam Rangka menjaga 
kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Serta Menjaga Keselamatan Bangsa”. Meliputi: 

1) Merumuskan, menyelaraskan dan mengharmonisasikan 
produk-produk legislasi, regulasi dan produk strategis 
pertahanan negara guna mendukung terwujudnya pertahanan 
negara yang tangguh. 

2) Mewujudkan dan menyinergikan peran kelembagaan di 
lingkungan Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan pertahanan negara. 

3) Mengoptimalkan program dan penggunaan anggaran Kemhan 
TA. 2013 serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan SPI guna mewujudkan opini WTP. 

4) Mendorong pengintegrasian postur pertahanan militer dan 
nirmiliter guna mewujudkan postur pertahanan negara yang 
tangguh. 

5) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan 
latihan bidang pertahanan negara. 

6) Meningkatkan kerjasama internasional serta partisipasi aktif 
dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. 
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7) Meningkatkan kesejahteraan personel TNI dan PNS dengan 
mengadakan pembangunan perumahan, pelayanan kesehatan, 
pencegahan penyakit HIV/AIDS, Narkoba, Nubika, dan 
Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya serta pembinaan 
personel. 

e. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: SR-22/MK.08/2013 
tanggal 7 Januari 2013 perihal Penetapan Sumber Pembiayaan 
untuk Kementerian Pertahanan/TNI Tahun 2011-2014. Perubahan 
atas Penetapan Sumber Pembiayaan untuk Kementerian Pertahanan 
Tahun 2011. 

1) Penetapan Sumber Pembiayaan untuk Kementerian 
Pertahanan/TNI dalam USD 6.122.014.000: 

a) Mabes TNI USD     296.160.000 

b) TNI AD USD 1.550.260.000 

c) TNI AL USD 2.293.694.000 

d) TNI AU USD 1.981.900.000 

2) Daftar Kegiatan Tahun 2011 Khusus untuk Kementerian 
Pertahanan dalam USD 2.317.694.000: 

a) Mabes TNI USD   116.100.000 

b) TNI AD USD   655.000.000 

c) TNI AL USD   782.694.000 

d) TNI AU USD   763.900.000 

30. Tahun 2014.  

 a. Rencana 

1) Ketersediaan anggaran (resource envelope) Hanneg yang 
tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 
Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010   tentang   Renstra  Hanneg  
Tahun  2010-2014, TA 2014  sebesar   Rp 72.907,38 miliar. 

2) Rencana pengadaan Alutsista/non Alutsista diantaranya: 

a) Percepatan MEF 

b) PHLN/KE 

c) Bangtekindhan 

d) Biaya Pemeliharaan dan Perawatan  

3) Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/196/II/M/2013 Tanggal 11 
Pebruari 2013 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Kemhan 
dan TNI Tahun 2014 sebesar Rp 173.989,32 miliar.  
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b. Usulan Inisiatif baru yang direncanakan berdasarkan surat Menteri 
Pertahanan Nomor: B/196/II/M/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 
tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Kemhan dan TNI 2014 
sebesar Rp 2.443,94 miliar.  

c. Subkegiatan yang direncanakan  

1) Melanjutkan legislasi dan regulasi tentang RUU Komcad dan 
RUU Komduk serta Pembahasan RUU Kamnas di tingkat DPR 
RI. 

2) Melanjutkan legislasi dan regulasi RUU tentang Rahasia 
Negara masih dalam tahap Harmonisasi di Kementerian 
Hukum dan HAM. 

3) Melanjutkan usulan Revisi Perpres Nomor: 10 Tahun 2010 
tentang Susunan Organisasi TNI saat ini sudah sampai tingkat 
pantarkem untuk selanjutnya diajukan ke Presiden RI. 

4) Melanjutkan pembangunan guna terwujudnya postur dan 
struktur pertahanan negara  sebesar 45,8% dari kekuatan 
pokok minimum/MEF yang mampu melaksanakan operasi 
gabungan dan memiliki efek penggentar dengan pelaksanaan 
kegiatan di bidang materiil/Alutsista: 

a) Mabes TNI: 

(1) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
Rupiah Murni. 

(2) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
PDN. 

(3) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran Bangtekindhan. 

(4) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran PHLN/KE. 

b) TNI AD: 

(1) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
Rupiah Murni. 

(2) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
PDN. 

(3) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran Bangtekindhan. 

(4) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran PHLN/KE. 
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c) TNI AL: 

(1) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
Rupiah Murni. 

(2) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
PDN. 

(3) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran Bangtekindhan. 

(4) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran PHLN/KE. 

d) TNI AU: 

(1) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
Rupiah Murni. 

(2) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
PDN. 

(3) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran Bangtekindhan. 

(4) Melaksanakan pengadaan Alutsista yang didukung 
dari anggaran PHLN/KE. 

5) Berdasarkan Surat Menteri Pertahanan Nomor: 
B/196/II/M/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang 
Rancangan Awal Rencana Kerja Kemhan dan TNI Tahun 2014 
sebesar Rp 173.989,32 miliar terdiri atas: 

a) Kemhan sebesar Rp 28.545,96 miliar  

b) Mabes TNI Rp 12.545,87 miliar 

c) TNI AD Rp 66.116,74 miliar 

d) TNI AL Rp 34.155,06 miliar 

e) TNI AU Rp 32.625,68 miliar 

d. Minimun Essential Force/MEF tahun 2014 sebeesar Rp 48,14 triliun. 

1) Mabes TNI Rp    4,03 triliun 

2) TNI AD Rp  19,15 triliun 

3) TNI AL Rp  12,31 triliun 

4) TNI AU Rp  12,65 triliun 

Tercantum pada Sublampiran M merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

e. PHLN/KE tahun 2014 belum ditetapkan oleh Menkeu/Men PPN/Ka 
Bappenas. 
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f. Surat Kepala  Staf Angkatan Darat Nomor: R/96/III/2013 tanggal 14 
Maret 2013  tentang Rencana Penyusunan Proposal Inisiatif Baru 
RKP 2014, tercantum pada Sublampiran N merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB VIII  

PENUTUP 

 

31. Pernyataan Risiko.  Kemungkinan risiko apabila kebutuhan anggaran 
pembangunan pertahanan tidak dipenuhi antara lain sebagai berikut : 

a. Terganggunya kepentingan nasional. 

b. Berkurangnya daya tangkal bangsa. 

c. Menurunnya posisi tawar bangsa Indonesia. 

d. Tidak tercapainya visi dan misi. 

e. Tidak tercapainya target kinerja pertahanan. 

f. Menurunnya kondisi Alutsista dan non Alutsista TNI. 

g. Menurunnya kesiapsiagaan operasional TNI. 

h. Tidak tercapainya target peningkatan profesionalitas prajurit dan 
menurunnya semangat juang. 

i. Kurang terintegrasinya pembangunan pertahanan militer dan 
nirmiliter. 

j. Semakin rendahnya kontribusi pembangunan pertahanan negara 
terhadap pembangunan kesejahteraan. 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

PURNOMO YUSGIANTORO 
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SUBLAMPIRAN A DARI LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2013 

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014  

 

PENGERTIAN 

1. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya 
mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon II atau sebagian Kotama 
dan Balakpus untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja 
terukur. 

2. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi 
Kemhan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon 
I atau Ka U.O TNI/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan 
untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. 

3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat,   melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan 
kedaulatan negara,  keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan 
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap 
keutuhan bangsa dan negara. 

5. Pembangunan Pertahanan Negara adalah upaya yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Pertahanan dan TNI serta Kementerian dan Lembaga lainnya 
dalam rangka mencapai tujuan Pertahanan Negara.  

6. Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk 
melaksanakan kebijakan pertahanan negara secara terpadu lintas sektoral 
dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga serta penyelenggara negara 
lainnya termasuk TNI. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang 
selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra-K/L) adalah dokumen 
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Minimum Essential Force yang selanjutnya disingkat MEF adalah suatu 
standar Kekuatan Pokok dan Minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai 
prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas 
pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. 

9. Flash Point adalah bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi 
sebagai daerah memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman 
aktual, sebagai dasar prioritas dibangunnya komposisi dan diposisi MEF 
secara bertahap dan berkesinambungan. 

10. Trilateral Meeting adalah pertemuan tiga pihak dilakukan oleh Kementerian 
Negara PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L dengan tugas 
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menyampaikan sasaran prioritas pembangunan nasional dan kegiatan 
prioritas dengan target sasaran dan pendanaannya, kebijakan anggaran, 
arah kebijakan, rencana program/kegiatan prioritas termasuk kebijakan 
baru.  
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